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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RESUME LAPORAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Neraca Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2011 tanggal 31 Desember 2011 dan 2010,
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK) untuk tahun yang
berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2011 Nomor 24a/LHP/XV/05/2012 tanggal 24 Mei
2012 yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian dan Laporan Hasil Pemeriksaan
atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 24¢/LHP/XV/05/2012
tanggal 24 Mei 2012,

Sesuai” Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan
atas LKPP tersebut di atas, BPK mempertimbangkan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
Pemerintah Pusat untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk
menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan
keyakinan atas SPI,

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan SPI dan
operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam SPI atas LKPP yang ditemukan BPK adalah
sebagai berikut,

1. Terdapat inkonsistensi penggunaan tarif pajak dalam perhitungan Pajak Penghasilan
Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) dan perhitungan bagi hasil migas sehingga
Pemerintah kehilangan penerimaan negara minimal sebesar Rp2,35 triliun;

2. Pengelolaan PPh Migas tidak optimal sehingga hak Pemerintah atas PPh Migas dan
sanksi administrasi sebesar Rp747,08 miliar belum dapat direalisasikan;

3. Aset Tetap dalam Neraca LKPP senilai Rp4,13 triliun belum dilakukan Inventarisasi
dan Penilaian (IP) di sepuluh Kementerian Negara/Lembaga (KL), masih selisih
senilai Rp1,54 triliun dengan Laporan Hasil IP di 40 KL, dicatat ganda senilai Rp3,88
triliun di tiga KL, tidak diketahui keberadaannya senilai Rp6,89 triliun di 14 KL, dan
Tanah Jalan Nasional yang dicatat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) senilai
Rp109,06 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya;

4. Pelaksanaan IP atas Aset KKKS belum memperhitungkan kelayakan kapitalisasi
subsequent expenditure dan kewajaran penilaian aset scrap serta pengelolaannya
belum sesuai aturan;
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5. Pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan
Nasional (BPPN) tidak berdasarkan dokumen yang valid sehmgga Aset Eks BPPN
senilai Rp38,12 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya,

6. Penetapan PP Penyertaan Modal Negara (PMN) atas Bantuan Pemerintah Yang Belum
Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) berlarut-larut dan metode penetapan mlamya dalam
PP PMN dapat berbeda dengan nilai penyerahan awal;

7. Sistem pertanggungjawaban dan pelaporan Lembaga Non-Struktural, Yayasan, dan
Badan Lainnya dalam LKPP belum diatur secara konsisten dan komprehensif: dan

8. Terdapat selisih nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) antara fisik dengan catatan Tahun
2011 sebesar Rp17,43 miliar.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada
Pemerintah agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK yang telah disampaikan sejak
pemeriksaan atas LKPP Tahun 2010 antara lain:

1. Mengupayakan amandemen PSC dan/atau amandemen tax freaty terhadap KKKS
yang menggunakan tax treaty,

2. Menetapkan aturan mengenai pembagian kewenangan antar instansi dan mekanisme
pemantauan serta penagihan kewajiban PPh Migas yang lebih memadai;

3. Memetakan seluruh Aset Tetap yang belum di-IP, menyelesaikan IP atas aset
tersebut, memverifikasi hasil IP dan merekonsiliasi pencatatannya,” serta
mempercepat pengukuran masa manfaat sehingga dapat menerapkan penyusutan;

4. Memperbaiki metode dan pengendalian atas pelaksanaan IP Aset KKKS serta
pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan Aset Eks BPPN; dan

5. Memperbaiki pengelolaan dan pencatatan transaksi non anggaran dan menyelesaikan
selisih SAL fisik dan catatannya.

Selain itu, BPK juga merekomendasikan Pemerintah untuk:

1. Memperbaiki kebijakan perencanaan, penganggaran, dan penetapan BPYBDS
sebagai PMN serta menetapkan perlakuan selisih nilai BPYBDS dan PMN yang
ditetapkan; dan

2. Memperbaiki sistem pertanggungjawaban dan pelaporan lembaga non struktural,
yayasan, dan badan lainnya. '

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan
ini.

Jakarta, 24 Mei 2012
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KETUA,

Drs. Hadi Poernomo, Ak,
Register Negara No. D-786 % /4 ]{L‘
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HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Hasil pemeriksaan atas SPI pada Pemerintah Pusat Tahun 2011, adalah sebagai
berikut.

1 Pendapatan Negara dan Hibah

1.1 Temuan - Terdapat Inkonsistensi Penggunaan Tarif Pajak dalam
Perhitungan Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) dan
Perhitungan Bagi Hasil Migas Sehingga Pemerintah Kehilangan Penerimaan
Negara Minimal Sebesar Rp2,35 Triliun

Catatan B.2.1.1.1 atas LKPP TA 2011 menyajikan Pendapatan PPh Migas
sebesar Rp73.095.496,76 juta yang terdiri atas Pendapatan PPh Minyak Bumi sebesar
Rp25.941.792,13 juta dan Pendapatan PPh Gas Alam sebesar Rp47.153.704,63 juta. PPh
merupakan satu-satunya jenis pajak yang menjadi kewajiban KKKS yang tertuang dalam
Production Sharing Contract (PSC). PSC merupakan dokumen perjanjian kontrak kerja
sama dalam bidang Migas antara KKKS dan Pemerintah yang ditandatangani oleh Badan
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS).

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Pokok-Pokok
Kontrak Kerja Sama (fiscal term) yang digunakan untuk menyusun PSC. Pokok-Pokok
Kontrak Ketja Sama tersebut menetapkan nilai persentase bagi hasil Migas antara
Pemerintah dan KKKS baik dalam bentuk net atau gross serta tarif PPh yang digunakan.
Persentase net merupakan bagi hasil antara Pemerintah dan KKKS: sebelum
memperhitungkan tarif PPh, sedangkan persentase gross adalah bagi hasil yang telah
memperhitungkan tarif PPh dengan cara meng-gross up tarif PPh pada persentase bagi
hasil yang menjadi hak KKKS (contractor share). PSC menyajikan persentase gross yang
memperhitungkan kewajiban PPh KKKS sebesar tarif pajak pada saat ditandatangani
sebagaimana ditetapkan pada Pokok-Pokok Kontrak Kerja Sama.

UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 33 ayat (3)
menyatakan bahwa penghasilan kena pajak dalam bidang penambangan Migas
sehubungan dengan kontrak karya dan kontrak bagi. hasil, ketentuan yang masih berlaku
adalah Ordonansi Pajak Perseroan (PPs) 1925 dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti
(PBDR) 1970. Selanjutnya, UU Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedva UU
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 33A ayat (4) menjelaskan lebih
lanjut bahwa Wajib Pajak (WP) yang menjalankan usaha di bidang pertambangan migas
berdasarkan kontrak bagi hasil perhitungan pajak didasarkan pada ketentuan dalam
kontrak bagi hasil tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak.

_ Peraturan tersebut selaras dengan PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya
Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha
Hulu -Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan PP tersebut, PPh dihitung berdasarkan
penghasilan kena pajak dikalikan tarif pajak yang ditentukan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan di bidang PPh. Tarif pajak yang dimaksud adalah tarif pajak yang
dipilih kontraktor, yaitu tarif pajak yang berlaku pada saat kontrak kerja sama
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ditandatangani atau tarif pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan yang berlaku dan dapat berubah setiap saat.

Selain itu, berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 1994 tentang Syarat-syarat dan
Pedoman Kerja Sama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi, kontraktor hanya
diberikan satu wilayah kerja sehingga kontraktor membentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT)
untuk menjalankan kegiatannya. Karena kontraktor berbentuk BUT, PPh yang dikenakan
meliputi PPh Badan (berdasarkan tarif PPh Pasal 17 UU PPh) dan PPh atas WP Luar
Negeri (PPh Pasal 26)/branch profit tax. Tarif PPh Pasal 26 dapat digantikan sesuai
dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (fax treaty) antara Indonesia dengan
negara tempat kontraktor berasal.

BPK telah mengungkapkan permasalahan inkonsistensi penggunaan tarif pajak
ini pada LHP atas LKPP Tahun 2010 sehingga Pemerintah kehilangan Penerimaan
Negara minimal sebesar Rpl1.432.540,10 juta. Atas permasalahan tersebut, BPK telah
merekomendasikan agar Pemerintah mengupayakan amandemen formulasi perhitungan
bagi hasil antara Pemerintah dengan KKKS disesuaikan dengan tax freaty. Pemerintah
belum melaksanakan rekomendasi tersebut. Pemerintah dhi. Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
(SKPKB) kepada 18 KKKS pada tahun 2011 atas kurang bayar PPh Migas tahun 2001-
2009, yang didalamnya termasuk kurang bayar dari penerapan fax treaty. Namun
demikian, 16 KKKS mengajukan keberatan atas penerbitan SKPKB tersebut dan dua
KKKS sedang dilakukan penagihan. Berdasarkan klarifikasi kepada DJP, KKKS
mengajukan keberatan terhadap materi inkonsistensi penggunaan tarif pajak. Hal ini
menunjukkan bahwa masalah inkonsistensi tarif pajak tidak dapat diselesaikan
sepenuhnya dengan menerbitkan SKPKB karena KKKS menganggap penerapan fax
treaty merupakan hak KKKS.

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap penerapan tarif PPh oleh KKKS
dalam perhitungan bagi hasil dan kewajiban PPh Migas menunjukkan masih adanya
ketidakkonsistenan KKKS dalam menggunakan tarif PPh, dengan rincian sebagai berikut.
a. Praktik inkonsistensi penggunaan tarif pajak pada 23 KKKS untuk periode Januari

s.d. November 2011 schingga kontraktor memperoleh share lebih dari yang
seharusnya dan Pemerintah memperoleh pendapatan yang lebih rendah sebesar
~ selisih tarif PPh sesuai PSC sebesar USD80,707,298.66 (ekuivalen Rp731.853,78
juta). Rincian permasalahan ini diuraikan pada lampiran 1; dan
b. Berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Financial Quarterly Report (FQR) dengan
Laporan PSC 7.1 dan 7.2 yang dilakukan BPMIGAS, terdapat tujuh KKKS untuk
Tahun Pajak 2009 dan 27 KKKS untuk Tahun Pajak 2010 yang kurang bayar PPh
Migas karena adanya penggunaan fax treaty dalam penyetoran pajaknya sehingga
pendapatan Pemerintah lebih rendah minimal sebesar USDI136,192,984.51
(ekuivalen Rp1.234.997,98 juta) untuk Tahun Pajak 2010 dan USDA42,720,455.06
(ekuivalen Rp387.389,09 juta) untuk Tahun Pajak 2009. Rincian untuk Tahun Pajak
2010 dapat dilihat pada lampiran 2 dan untuk Tahun Pajak 2009 pada lampiran 3.

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:

a.  UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 33 ayat (3) menyatakan
bahwa “Penghasilan kena pajak dalam bidang penambangan migas sehubungan
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dengan Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil ketentuan yang masih berlaku adalah

Ordonansi Pajak Perseroan 1925 PPs dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti

1970 PBDR”;

b. UU Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan Pasal 33A ayat (4) menyatakan bahwa “Wajib pajak yang
menjalankan usaha di bidang pertambangan Migas berdasarkan kontrak bagi hasil
perhitungan pajak didasarkan pada ketentuan dalam kontrak bagi hasil tersebut
sampai dengan berakhirnya kontrak”; dan

¢.  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat
Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan
Gas Bumi Pasal 25:

1) ayat (4) menyatakan bahwa “Besarnya PPh yang terutang bagi kontraktor yang
kontraknya ditandatangani sebelum berlakunya peraturan Pemerintah ini,
dihitung berdasarkan tarif pajak perseroan atau PPh pada saat kontrak
ditandatangani”;

2) ayat (5) menyatakan bahwa “Atas penghasilan kena pajak setelah dikurangi
PPh, terutang PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”; dan

3) Penjelasan ayat (3) menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan tarif pajak
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh dalam ketentuan
ini adalah pemberlakuan tarif pajak sesuai besaran-tarif pajak yang dipilih
kontraktor yaitu tarif pajak yang berlaku pada saat kontrak kerja sama
ditandatangani atau tarif pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang perpajakan yang berlaku dan dapat berubah setiap saat”.
Permasalahan di atas mengakibatkan Pemerintah kehilangan penerimaan negara

dari PPh Migas minimal sebesar USD259,620,738.23 (USD80,707,298.66 -+

USD136,192,984.51 + USD42,720,455.06) atau ekuivalen Rp2.354.240,85 juta (kurs

tengah Bank Indonesia (BI) per 31 Desember 2011 sebesar Rp9.068,00) dan berpotensi

kehilangan penerimaan negara dari PPh Migas untuk periode selanjutnya apabila

Pemerintah tidak melakukan amandemen terhadap PSC atau tax treaty terkait.

Permasalahan di atas disebabkan Pemerintah belum melaksanakan rekomendasi

BPK untuk melakukan amandemen PSC dan/atau amandemen fax treaty terhadap KKKS

yang menggunakan fax treaty.

Tanggapan — Pemerintah menanggapi bahwa Pemerintah akan mengambil
langkah-langkah alternatif penyelesaian sebagai berikut.

a.  Pemerintah (Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan BPMIGAS) akan
berkoordinasi mengupayakan untuk melakukan amandemen Kontrak Bagi Hasil
Migas dengan menambahkan klausul bahwa KKKS tidak boleh memanfaatkan zax
freaty atau apabila memanfaatkan fax treaty, maka bagian pemerintah harus
disesuaikan sehingga penerimaan pemerintah tetap; atau

b.  Mengupayakan renegosiasi Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan
mengecualikan ketentuan P3B tersebut terhadap Kontrak Kerja Sama Migas.

Terkait dengan tindak lanjut temuan tahun 2010, Pemerintah dhi. telah melakukan

penelitian atas kekurangan pembayaran PPh Migas tersebut dan telah menerbitkan
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SKPKB sebesar USD198,880,192.58. Terhadap SKPKB yang diterbitkan oleh Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) tersebut, KKKS telah membayar sebesar USD185,273,286.06.

Rekomendasi — BPK merekomendasikan kembali kepada Pemerintah agar
mengupayakan amandemen PSC dan/atau amandemen fax freaty terhadap KKKS yang
menggunakan fax freaty sehingga potensi berkurangnya pendapatan negara dari PPh
Migas tidak terjadi.

1.2 Temuan — Pengelolaan PPh Migas Tidak Optimal Sehingga Hak Pemerintah
atas PPh Migas dan Sanksi Administrasi Sebesar Rp747,08 Miliar Belum Dapat
Direalisasikan

Catatan B.2.1.1.1 atas LKPP TA 2011 menyajikan Pendapatan PPh Minyak dan
Gas Bumi sebesar Rp73.095.496,75 juta yang terdiri atas Pendapatan PPh Minyak Bumi
sebesar Rp25.941.792,13 juta dan Pendapatan PPh Gas Bumi sebesar Rp47.153.704,63
juta. PPh Migas merupakan penerimaan negara yang pengelolaannya melibatkan
BPMIGAS, Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak (Dit. PNBP) Direktorat Jenderal
Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, dan DJP Kementerian Keuangém.

BPK telah mengungkapkan permasalahan mengenai sistem koordinasi,
pencatatan dan penagihan atas PPh Migas yang tidak dapat memastikan kelengkapan dan
keakuratan penerimaan PPh Migas yang menjadi hak pemerintah dalam LHP atas LKPP
Tahun 2010. Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan agar Pemerintah
meningkatkan koordinasi antar instansi yang terkait, menyempurnakan sistem
administrasi pengelolaan pembayaran pajak dari KKKS, menetapkan dengan jelas
pembagian kewenangan antar instansi yang terkait, memperbaiki mekanisme pemantauan
dan penagihan kewajiban PPh Migas, serta memverifikasi selisih kewajiban dan menagih
kekurangan PPh Migas. Namun, Pemerintah belum sepenuhnya melakukan tindak lanjut
atas permasalahan tersebut. Pemerintah melalui BPMIGAS telah melakukan rekonsiliasi
Laporan Gabungan (FQR) dan Laporan PSC 7.1 dan 7.2 serta melakukan pemantauan
pelaporan PPh Migas. Akan tetapi, hasil rekonsiliasi dan pemantauan tersebut belum
ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perpajakan. Selain itu, rancangan peraturan untuk
memperbaiki pengelolaan PPh Migas yang disusun sejak tahun 2010 belum diselesaikan
sampai saat ini.

Pengelolaan PPh Migas yang dilakukan oleh BPMIGAS, DJA, dan DJP dapat
diuraikan sebagai berikut.

a. BPMIGAS

BPMIGAS melakukan rekonsiliasi antara nilai government tax entitlement pada FQR
dengan kewajiban PPh Migas pada Laporan PSC 7.1 dan 7.2. BPMIGAS juga
melakukan pemantauan atas pemenuhan kewajiban PPh Migas berdasarkan Laporan
PSC 7.1 dan 7.2 dan Nota. BPMIGAS hanya melakukan pemantauan kebenaran
matematis perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan dalam Laporan PSC
7.1 dan 7.2. Pemantauan hanya dapat dilakukan terhadap kontraktor yang
menyampaikan Laporan PSC 7.1 dan 7.2.

Dengan demikian, apabila BPMIGAS mengidentifikasi adanya kekurangan
pembayaran pajak berdasarkan rekonsiliasi government tax entitlement FQR dan
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verifikasi atas Laporan PSC 7.1 dan 7.2, maka BPMIGAS akan menyampaikan surat
himbauan kekurangan pembayaran pajak kepada KKKS.

b. DJA Kementerian Keuangan
DJA dhi. Dit. PNBP melakukan pemantauan kewajiban PPh Migas yang dilakukan
oleh KKKS berdasarkan Laporan PSC 7.1 dan 7.2 dan data pembayaran pajak dari
Bank Indonesia (BI). Dit. PNBP baru akan memindahbukukan penerimaan PPh
Migas dari Rekening 600.000411 ke Rekening 600.502411, Kas Umum Negara
(KUN) Valas, apabila telah berhasil mengidentifikasi kesesuaian antara Laporan
PSC 7.1 dan 7.2 dengan data pembayaran pajak dari BI. Jika terdapat penerimaan di
Rekening 600.000411 dan Dit. PNBP tidak dapat mengidentifikasikan penyetor dan
tuyjuan pembayarannya, Dit. PNBP tidak memindahbukukan penerimaan tersebut dan
selanjutnya akan mencatat sebagai Pendapatan yang Ditunda.

c. DJP Kementerian Keuangan
DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat KKKS terdaftar menatausahakan Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang dilaporkan oleh KKKS. Namun, DJP tidak
memiliki data Laporan PSC 7.1 dan 7.2 maupun data pembayaran PPh Migas
sehingga DJP tidak mengetahui nilai PPh terutang dan yang telah dibayar dalam satu
tahun pajak. Selain itu, DJP juga tidak dapat melakukan pemantauan kepatuhan
untuk memastikan bahwa pembayaran KKKS tidak atau kurang atau terlambat
dibayar. Kewenangan DJP untuk melakukan pemeriksaan pajak terbatas pada
pemeriksaan atas kewajiban PPh Pemotongan dan Pemungutan dan kewajiban
KKKS sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemeriksaan PPh Migas
sampai dengan saat ini masih dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP). Apabila KKKS memenuhi kewajiban¥kewajiban perpajakan
dan setelah selesai dilakukan pemeriksaan oleh BPKP, maka DJP akan menerbitkan
Surat Keterangan Pelunasan PPh. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan,
DIJP tidak menerbitkan dokumen berupa Surat Keterangan Pelunasan PPh tersebut.
Untuk selanjutnya, DJP akan melakukan pemeriksaan PPh Migas secara bersama-
sama dengan BPKP dan BPMIGAS setelah Pemerintah menyelesaikan Rancangan
Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) untuk memperbaiki pengelolaan PPh Migas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan PPh Migas, terdapat kelemahan
yang dapat mempengaruhi optimalisasi penerimaan PPh Migas yaitu sebagai berikut.

a. Tidak ada kejelasan wewenang dalam menindaklanjuti rekonsiliasi nilai

Government Tax Entitlement dalam FQR dengan pembayaran pajak oleh
operator dan partner dalam Laporan PSC 7.1 dan 7.2.
Dalam rangka menindaklanjuti temuan BPK, BPMIGAS melakukan rekonsiliasi
FQR dan laporan PSC 7.1 dan 7.2 tahun 2009 dan 2010 terkait dengan kewajiban
PPh Migas KKKS. BPMIGAS menemukan perbedaan nilai kewajiban pajak yang
mengindikasikan adanya kekurangan pembayaran. Dalam hal terdapat kekurangan
pembayaran, BPMIGAS menerbitkan surat himbauan kepada KKKS terkait agar
melunasi kekurangan pembayaran pokok pajaknya. Namun demikian, surat
himbauan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini karena surat himbauan
yang diterbitkan BPMIGAS bukan merupakan surat teguran atau surat tagihan pajak
sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan.
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Berdasarkan konfirmasi kepada DJP, DJP tidak mendapatkan informasi mengenai
kekurangan pembayaran kewajiban pajak berdasarkan hasil rekonsiliasi tersebut. Hal
ini mengakibatkan DJP tidak dapat melakukan penagihan kekurangan pembayaran
pajak maupun mengenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perpajakan.
Berdasarkan hasil rekonsiliasi FQR dan Laporan PSC 7.1 dan 7.2 yang dilakukan
oleh BPMIGAS, terdapat kekurangan pembayaran pajak sebesar USDS5,140,839.07
untuk Tahun Pajak 2009 dan USDS5,011,560.41 untuk Tahun Pajak 2010 atau
ekuivalen Rp92.061,96 juta. Namun demikian, kekurangan pembayaran pajak
tersebut tidak ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Rincian kurang bayar PPh Migas tahun 2009 dan 2010 dapat dilihat pada lampiran
4a dan 4b.
Tidak ada perbaikan signifikan dalam pengawasan terhadap kepatuhan
perpajakan  KKKS sehingga DJP belum mengenakan sanksi atas
keterlambatan pembayaran PPh Migas.
Pada LHP atas LKPP Tahun 2010, BPK telah mengungkapkan bahwa pemantauan
kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan oleh Dit. PNBP DIJA.
Pemantauan hanya dilakukan berdasarkan Laporan PSC 7.1 dan 7.2 yang
dicocokkan dengan data pembayaran dari BI. Selanjutnya untuk menindaklanjuti
temuan tersebut, pada tahun 2011 pemantauan kepatuhan pelaporan dan pembayaran
pajak dilakukan oleh BPMIGAS. Akan tetapi, proses pemantauan yang dilakukan
BPMIGAS masih sama dengan yang dilakukan Dit. PNBP sebelumnya.
Pada tahun 2011, Dit. PNBP berperan memindahbukukan penerimaan PPh Migas
dari Rekening 600.000411 ke Rekening KUN Valas. Pemindahbukuan tersebut
dilakukan apabila Dit. PNBP telah mengidentifikasi WP-nya. Selain melakukan
pemindahbukuan, Dit. PNBP juga menyampaikan data pemindahbukuan atas
pembayaran PPh Migas per KKKS kepada DJP. Akan tetapi, DJP tidak melakukan
verifikasi atas kepatuhan waktu penyetoran PPh oleh KKKS sehingga DJP tidak
pernah mengenakan denda atas keterlambatan penyetoran PPh Migas tersebut.
Berdasarkan data transaksi penerimaan pajak pada Rekening 600.000411, terdapat
256 transaksi pembayaran PPh Migas bulanan sebesar USD3,611,696,657.00 yang
terlambat dibayar untuk masa Desember 2010 s.d. November 2011, Sesuai dengan
ketentuan perpajakan, keterlambatan pembayaran tersebut seharusnya dikenakan
denda minimal sebesar USD72,233,933.00 (2% per bulan x USD3,61 1,696,657) atau
ekuivalen sebesar Rp655.017,31 juta.

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:
PSC Section V menyatakan bahwa “Severally be subject to and pay to the
Government of the Republic of Indonesia the income tax including the final tax on
profits after tax deduction imposed on its pursuant to Indonesian Income Tax Law
and its implementing regulations and comply with the requirements of tax law in
particular with respect to filing of returns, assessment of tax, and keeping and
showing of books and records”;
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b.  UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada:

1) Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa “Direktur Jenderal Pajak dapat
menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila;

a) Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b) Dari hasil penelitian atas SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak

sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; dan

c) Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga”.
2) Pasal 9 ayat (2a) menyatakan bahwa “Pembayaran atau penyetoran pajak yang

dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak,

dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan

yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal

pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan”.

¢. Pemerintah seharusnya:

1) Secara tegas menentukan satu instansi yang berwenang penuh dalam melakukan
pengelolaan administrasi perpajakan terkait kewajiban perpajakan dari
kontraktor migas;

2) Menetapkan ketentuan mengenai penyeragaman format laporan pembayaran
pajak dan ketentuan sanksi administrasi yang dapat dikenakan atas kontraktor
yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan pajak; dan

3) Memiliki sistem yang andal dalam mengadministrasikan pembayaran Pajak
Penghasilan dari kontraktor.

Permasalahan di atas mengakibatkan belum direalisasikannya hak Pemerintah
dari PPh Migas dari hasil rekonsiliasi FQR dan Laporan PSC 7.1 dan 7.2 sebesar
USD10,152,399.48 (USDS,140,839.07 + USD5,011,560.41) atau ekuivalen Rp92.061,96
juta dan sanksi administrasi sebesar USD72,233,933.00 (ekuivalen Rp655.017,31 juta).

Permasalahan di atas disebabkan Pemerintah belum menindaklanjuti rekomendasi
BPK untuk menetapkan pembagian kewenangan pengelolaan PPh Migas, memperbaiki
mekanisme pemantauan dan penagihan kewajiban PPh Migas, dan memverifikasi selisih
kewajiban serta menagih kekurangan.

Tanggapan — Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

a. Terkait dengan tidak ada kejelasan wewenang dalam menindaklanjuti rekonsiliasi
nilai Government Tax Entitlement dalam FQR dengan pembayaran pajak oleh
operator dan partner dalam laporan PSC 7.1 dan PSC 7.2, Pemerintah telah
menyusun- Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Tata Cara
Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak
Bumi dan/atau Gas Bumi dan PPh untuk Keperluan Pembayaran PPh Migas Berupa
Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. RPMK tersebut antara lain mengatur
tentang kewajiban penyetoran dan pelaporan PPh Migas oleh KKKS dan
pengawasan yang dilakukan oleh DJP, DJA, dan BPMIGAS. Pemerintah tidak dapat
menerbitkan SKPKB atas PPh Migas sebelum berakhirnya tahun pajak WP yang
bersangkutan; dan

b. Terkait dengan tidak adanya perbaikan signifikan dalam pengawasan terhadap
kepatuhan perpajakan KKKS sehingga DJP belum mengenakan sanksi atas
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keterlambatan pembayaran PPh Migas dapat dijelaskan bahwa pengawasan
pembayaran PPh Migas selama ini dilakukan oleh DJA mengingat pembayaran PPh
Migas tersebut diadministrasikan oleh DJA. DJA akan menyampaikan data
pemindahbukuan atas pembayaran PPh Migas per KKKS ke DJP. Data
pemindahbukuan tersebut oleh DJP kemudian diteruskan ke KPP terkait untuk
dilakukan penelitian dan konfirmasi kepada WP KKKS. Apabila berdasarkan hasil
penelitian dan konfirmasi tersebut terdapat keterlambatan pembayaran PPh Migas,
maka akan dilakukan tindak lanjut sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai perbaikan dalam pengelolaan PPh
Migas.
Rekomendasi ~ BPK kembali merekomendasikan Pemerintah agar:

a. Menetapkan ketentuan yang mengatur tentang pembagian kewenangan yang jelas
antar instansi yang terkait dalam pengelolaan PPh Migas dari KKKS;

b. Membuat mekanisme pemantauan dan penagihan kewajiban PPh Migas yang lebih
memadai; dan

¢.  Memverifikasi selisih kewajiban dan keterlambatan pembayaran PPh Migas serta
menagih kekurangan dan sanksi atas keterlambatan pembayaran PPh Migas sesuai
peraturan perpajakan yang berlaku.

2 Aset

2.1 Temuan — Aset Tetap dalam Neraca LKPP Senilai Rp4,13 Triliun Belum
Dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) di Sepuluh  Kementerian
Negara/Lembaga (KL), Masih Selisih Senilai Rp1,54 Triliun dengan Laporan Hasil
IP di 40 KL, Dicatat Ganda Senilai Rp3,88 Triliun di Tiga KL, Tidak Diketahui
Keberadaannya Senilai Rp6,89 Triliun di 14 KL, dan Tanah Jalan Nasional yang
Dicatat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Senilai Rp109,06 Triliun Tidak Dapat
Diyakini Kewajarannya

Neraca LKPP TA 2011 dan 2010 menyajikan Aset Tetap masing-masing senilai
Rpl1.567.974.174,59 juta dan Rp1.184.301.167,41 juta. Aset tetap Tahun 2011 terdiri dari
Aset Tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan
Jaringan; Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 antara lain mengungkapkan
permasalahan pelaksanaan IP yang belum selesai, belum seluruhnya dicatat, belum
diterapkannya penyusutan Aset Tetap, permasalahan pencatatan aset Bantuan Pemerintah
yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) dan Dana Dekonsentrasi (DK)/Tugas
Pembantuan (TP), implementasi PMK Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan
dan Kodefikasi Barang Milik Negara (BMN), dan penyempurnaan aplikasi Sistem
Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Atas
permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah untuk melakukan verifikasi
dan menyempurnakan hasil IP Aset Tetap dan pencatatannya; menyusun qction plan
penerapan penyusutan; memproses penetapan PP tentang BPYBDS; serta menetapkan
peraturan teknis mengenai penyerahan BMN eks DK/TP; dan melaksanakan penyerahan
BMN eks DK/TP kepada Pemerintah Daerah terkait.
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Pemerintah sudah berupaya menindaklanjuti rekomendasi BPK antara lain

dengan a) melakukan verifikasi dan konsolidasi antara Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) dan seluruh KL; b) menerbitkan PMK Nomor
125/PMK.06/2011 tentang pengelolaan BMN yang berasal dari dana DK/TP; dan c)
meng-upgrade aplikasi SIMAK BMN yang mengakomodir pencatatan reklasifikasi dari
BMN ke BPYBDS berdasarkan Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) yang
sudah dibuat sebelumnya.

Tindak lanjut pemerintah tersebut ternyata belum sepenuhnya memadai sehingga

masih ditemukan permasalahan dalam pencatatan dan penatausahaan aset tetap dalam
LKPP Tahun 2011 sebagai berikut.

a.

Selisih nilai koreksi hasil TP pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan

SIMAK BMN KL sebesar absolut Rp12.946.515,83 juta yang terjadi dalam tahun

2010 belum sepenuhnya selesai ditindaklanjuti. Sampai dengan tanggal 30 April

2012 masih terdapat selisih absolut atas koreksi hasil IP antara DIKN dengan

koreksi yang telah diinput dalam Neraca KL sebesar Rp1.535.138,21 juta yang

terjadi pada 40 KL (lampiran 5). Selain itu, Pemerintah belum sepenuhnya
menyelesaikan IP. Menurut DJKN, sampai dengan tanggal 30 April 2012, DJKN
baru melaksanakan IP atas 1.337 satuan kerja (satker) dari 1.362 satker pada delapan

KL yang menjadi temuan LKPP 2010 dan 15 KL atas permintaan KL. Dari 1.337

satker yang dilakukan IP, terdapat Berita Acara IP sebanyak 1.200 satker dan Berita

Acara Rekonsiliasi (BAR) sebanyak 633 satker dengan nilai koreksi

Rp15.941.496,09 juta (lampiran 6). Dengan demikian masih terdapat aset pada 704

satker (1.337 — 633) yang belum diketahui nilai koreksi hasil IP.

Hasil pemeriksaan pada KL menunjukkan adanya permasalahan sebagai berikut.

1) Terdapat Aset Tetap pada sepuluh KL dengan nilai perolehan sebesar
Rp4.129.675,61 juta belum dilakukan IP;

2) Kementerian PU telah mencatat Aset Tanah Jalan Nasional senilai
Rp130.494.362,16 juta, diantaranya sebesar Rp109.056.654,13 juta belum dapat
diyakini kewajarannya karena:

a) Aset Tanah Jalan Nasional sebesar Rp71.677.440,44 juta belum selesai di
IP; dan :

b) Pemerintah telah selesai melaksanakan IP atas aset Tanah Jalan Nasional
sebesar Rp58.816.921,72 juta. Hasil IP sebesar Rp37.379.213,69 juta
diantaranya tidak dapat diyakini kewajarannya karena perhitungan nilai
taksiran per ruas jalan (luas dan taksiran harga satuan) yang dilakukan oleh
masing-masing satker Kementerian PU belum didukung data dan informasi
yang memadai berupa peta jalan (leger jalan).

3) Aset hasil IP di tiga KL dicatat ganda sebesar Rp3.883.163,12 juta,

4)  Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya pada 14 KL sebesar Rp6.890.085,44
juta;

5) Aset Tetap dikuasai/digunakan oleh pihak ketiga pada 20 KL sebesar
Rp1.002.903,15 juta; dan

6) Aset Tetap belum didukung dokumen kepemilikan pada 23 KL sebesar
Rp81.058.386,57 juta.
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Daftar rincian permasalahan aset tetap pada KL diuraikan dalam lampiran 7a dan
lampiran 7b.

c. Pelaksanaan IP yang dilakukan oleh Pemerintah dhi. DJKN, belum mencakup
penilaian mengenai masa manfaat Aset Tetap sehingga Pemerintah belum bisa
melakukan penyusutan terhadap Aset Tetap. Pemerintah menunda penerapan
penyusutan tersebut melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor
53/KMK.06/2012 walaupun penyusutan tersebut telah diatur dalam Lampiran II PP
Nomor 71 tahun 2010 yang secara tata hukum memiliki hirarki lebih tinggi dari
KMK.

Selain itu, monitoring DJKN per 25 April 2012 menunjukkan bahwa pelaksanaan
rekonsiliasi Aset Tetap tingkat satker antara KPKNL dengan satker KL belum berjalan
efektif. Hal ini ditunjukkan dengan data website resmi DJKN yang melaporkan bahwa
dari 28.514 satker yang tersebar pada 80 KL, terdapat 18.267 satker yang melaksanakan
rekonsiliasi secara tepat waktu, 2.053 satker tidak tepat waktu dan 9.491 satker tidak
melaksanakan rekonsiliasi data BMN (lampiran 8). Selain itu, sebagaimana dijelaskan
dalam Catatan Laporan Barang Milik Negara (LBMN), sampai dengan tahun 2011
mekanisme rekonsiliasi sebagaimana pada PMK Nomor 102/PMK.05/2009 dan Peraturan
Direktur Jenderal (Perdirjen) Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 belum sepenuhnya
dilaksanakan. Rekonsiliasi saat ini masih terbatas pada proses pemutakhiran (updating)
data BMN antara Pengelola dengan Pengguna Barang di tingkat pusat yang dilakukan
secara semesteran. Disamping itu, berdasarkan keterangan DJKN diketahui bahwa
pelaksanaan rekonsiliasi BMN tingkat KL dilakukan dengan cara membandingkan saldo
awal yang tercatat dalam LBMN DJKN dengan saldo awal KL, sedangkan mutasi yang
terjadi hanya didasarkan pada data KL. DJKN tidak menggunakan data konsolidasian
BMN dari Kanwil DJKN sebagai bahan rekonsiliasi dengan Laporan Barang Pengguna
(LBP).

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:

a. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Aset Tetap paragraf 28
menyatakan bahwa “Untuk keperluan penyusunan Neraca Awal, suatu entitas harus
menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada” dan
dalam paragraf 53 menyatakan bahwa “Aset tetap disajikan berdasarkan biaya
perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi
kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan
dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan
dalam Aset Tetap”

b.  PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011
pada Lampiran 4a menyatakan bahwa “SIMAK-BMN merupakan sub sistem dari
SAL SIMAK-BMN diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi
yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan
pelaporan manajerial. SIMAK-BMN menghasilkan informasi sebagai dasar
penyusunan Neraca Kementerian Negara/Lembaga dan informasi-informasi untuk
perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,
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pengamanan dan pemeliharaan, penilaian dan penghapusan, pemindahtanganan,
pembinaan, serta pengawasan dan pengendalian”; dan

c. Perdirjen Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Rekonsiliasi Data BMN dan LKPP menyatakan bahwa "KL melaksanakan
rekonsiliasi internal dan pemutakhiran data BMN antara unit akuntansi keuangan
dan unit akuntansi barang secara betjenjang dan periodik".

Permasalahan di atas mengakibatkan Aset Tetap dalam Neraca LKPP Tahun

2011 belum disajikan secara wajar sebesar Rp125.494.716,31 juta (Rp4.129.675,61 juta +

Rp1.535.138,21 juta + Rp109.056.654,13 juta + Rp3.883.163,12 juta + Rp6.890.085,44

juta) dan berpotensi menjadi sengketa dikemudian hari senilai Rp82.061.289,72 juta

(Rp81.058.386,57 juta + Rp1.002.903,15 juta).

Permasalahan di atas disebabkan:

a. Proses rekonsiliasi hasil IP antara Tim Satuan Tugas DJKN dan pengguna barang
pada KL belum berjalan efektif;

b. Pemerintah belum sepenuhnya memetakan aset-aset BMN yang sudah dan belum di
IP;

c. Pemerintah belum melakukan pengukuran masa manfaat atas aset yang telah
dikuasai dan dimiliki; dan ‘

d. Pemerintah belum secara optimal melakukan upaya-upaya pengamanan aset.

Tanggapan ~ Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

a. Terhadap aset tetap yang belum di IP, Pemerintah dhi. DJKN telah berupaya
maksimal berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk mendorong penyelesaian IP.
Selain itu, DJKN juga telah berkoordinasi dengan seluruh KL untuk menyampaikan
data terkait BMN yang belum dinilai. Terdapat tiga KL yang menyampaikan data
BMN yang belum dinilai kepada DJKN yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian
Pertahanan, dan Kementerian Tenaga Ketja dan Transmigrasi. Sampai dengan akhir
April 2012, terdapat 23 satker dari 690 satker yang belum di IP. Kendala
penyelesaian IP pada 23 satker tersebut karena kurang kondusifoya kondisi
keamanan, keadaan cuaca di daerah kepulauan dan keberadaan BMN. Pemerintah
akan meningkatkan koordinasi antar KL untuk mengindentifikasi BMIN pada satker
yang belum di [P dalam penyelesaian IP BMN. Hasil identifikasi akan digunakan
sebagai bahan verifikasi apakah BMN dimaksud benar-benar belum di IP. Apabila
ditemukan BMN yang belum di IP, maka Pemerintah akan segera
menindaklanjutinya dengan pelaksanaan IP. Terkait dengan selisih sebesar
Rp1.535.138,21 juta dengan laporan hasil IP di 40 KL, Kementerian Keuangan
(DJKN) akan terus melakukan rekonsiliasi, verifkasi, dan validasi atas selisih absolut
koreksi sebesar Rp1.535.138,21 juta serta melakukan pembinaan dan asistensi pada
seluruh KL terkait monitoring koreksi hasil IP dengan target penyelesaian Semester |
tahun 2012;

b. Terhadap aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya, DJKN akan berkoordinasi
dengan sepuluh KL tersebut agar melakukan penelusuran dan verifikasi kembali atas
BMN yang tidak ditemukan pada saat penertiban, untuk selanjutnya mengajukan
permohonan penghapusan atas BMN tersebut kepada DJKN sebagaimana diatur
dalam KMK Nomor 271/KMK.06/2011; dan
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¢. Dari nilai Tanah Jalan, Nasional sebesar Rp130.494.362,16 juta, aset sebesar
Rp58.836.921,72 juta telah di IP pada Tahun 2010 dan 2011 pada 56 satker di 24
provinsi. Aset sebesar Rp71.638.990,48 juta belum selesai di IP, dengan rincian
sudah diusulkan di IP dengan harga taksiran NJOP sebesar Rp11.929.171,26 juta
pada 21 satker di 3 Provinsi dan sudah diusulkan di IP dengan harga taksiran NJOP
sebesar Rp59.709.819,21 juta dengan susulan kelengkapan NJOP pada 70 satker di
27 provinsi. DJKN akan terus berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk
mengindentifikasi secara lengkap data tanah untuk jalan nasional serta memastikan
pelaksanaan penilaian tanah untuk jalan nasional ini.

Rekomendasi — BPK kembali merekomendasikan Pemerintah agar:

a. Memetakan seluruh aset tetap yang belum dilakukan IP dan menyelesaikan IP atas
Aset Tetap tersebut;

b. Menyelesaikan proses rekonsiliasi pencatatan hasil IP;
Memverifikasi hasil IP yang diragukan kewajarannya;

d. Mempercepat pengukuran masa manfaat aset sehingga dapat menerapkan
penyusutan; dan

e. Melakukan upaya pengamanan aset dengan menertibkan pemanfaatan aset negara
oleh pihak ketiga dan memproses sertifikat seluruh aset yang dimiliki.

2.2 Temuan - Pelaksanaan IP atas Aset KKKS Belum Memperhitungkan
Kelayakan Kapitalisasi Subsequent Expenditure dan Kewajaran Penilaian Aset
Scrap serta Pengelolaannya Belum Sesuai Aturan

LKPP TA 2011 melaporkan Aset Non Tanah yang digunakan dalam rangka
kontrak ketja sama minyak bumi dan gas alam yang dikelola oleh KKKS sebesar
Rp136.146.696,13 juta. Aset KKKS non tanah tersebut merupakan hasil IP yang
dilakukan pemerintah selama tahun 2010 dan 2011 terhadap 76 KKKS.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan Aset KKKS tahun 2010
mengungkapkan bahwa terdapat kelemahan dalam pelaksanaan IP. Kelemahan dalam
inventarisasi antara lain, yaitu pelaksanaan inventarisasi Aset KKKS secara sensus
diragukan karena tidak ada tanda IP #rail atas Aset KKKS yang diinventarisasi dan karena
kondisi dan status aset berbeda antara hasil [P dengan pengecekan fisik. Kelemahan
dalam penilaian Aset KKKS antara lain, yaitu a) data Harta Modal Nomor Induk I
(Harmoni III) tidak divalidasi dan penilaian tidak membandingkan dengan dokumen
sumber; b) proses penilaian belum sepenuhnya selesai; ¢) penggunaan kurs yang tidak
akurat; d) penilaian tidak mempertimbangan status aset; dan e) penilaian ulang atas
subsequent expenditures yang tidak sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan
(SAP).

Atas hal tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar memperbaiki
metode dan pengendalian atas pelaksanaan IP Aset KKKS serta memverifikasi hasil IP
yang telah dilaksanakan.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK, Pemerintah merevisi Modul
Inventarisasi dan Penilaian dan memperdalam Buletin Teknis (Bultek) tentang prosedur
penilaian sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan IP Aset KKKS pada tahap selanjutnya.
Selain Modul dan Bultek, dasar kriteria yang mendasari pelaksanaan IP atas Aset KKKS
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adalah PMK Nomor 02/PMK.05/2011 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset
Berupa BMN yang berasal dari KKKS yang didalamnya juga mengatur mengenai nilai
tukar rupiah.

Sampai dengan akhir tahun 2011, Pemerintah telah menyelesaikan IP aset atas 76
KKKS (seluruh KKKS), dengan rincian 26 KKKS pada tahun 2010 dan 50 KKKS pada
tahun 2011.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan Aset KKKS Tahun 2011
mengungkapkan kelemahan dalam penatausahaan aset KKKS dan pengendalian terkait
pelaksanaan IP Aset KKKS sebagai berikut.

a. Penatausahaan dan Pengelolaan Aset KKKS Belum Sepenuhnya Sesuai Dengan
Ketentuan
1) Kementerian ESDM selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
(UAKPA) Bendahara Umum Negara (BUN) Aset KKKS belum menyusun dan
menyampaikan laporan Aset KKKS kepada DJKN selaku UAPKPA BUN.
DJKN telah menyajikan Aset KKKS dalam Neraca LKPP TA 2011 yang
langsung berasal dari LHP IP Aset KKKS dan bukan berasal dari laporan
Kementerian ESDM. LHP IP Aset KKKS pada saat ini masih berada pada
DJKN dan tidak diserahkan kepada UAKPA-BUN. Hal ini tidak sesuai dengan
peraturan yang menjelaskan bahwa proses pelaporan seharusnya berjalan
sebaliknya yaitu dari UAKPA BUN melaporkan LHP IP kepada UAPKPA
BUN;
2) Pemerintah belum memvalidasi data Harmoni III Aset KKKS. Perbedaan
karakteristik Aset KKKS dengan BMN memerlukan validasi atas data Harmoni
III sehingga permasalahan-permasalahan sebagaimana berikut dapat
terselesaikan:
a) Aset Multikomponen yang tercatat dalam data Harmoni III belum dirinei
sesuai klasifikasi aset induk;
b) PPN atas perolehan Aset KKKS sampai dengan saat ini belum
diperhitungkan dalam harga perolehan;
¢) Jenis, nama, klasifikasi, dan kodefikasi aset belum distandarkan dan
disesuaikan dengan jenis, nama, klasifikasi, dan kodefikasi aset BMN; dan
d) Aset Inventaris yang tidak dilaporkan dalam data Harmoni IIT belum diakui
sebagai aset.
3) Proses penghapusan Aset KKKS berjalan lamban.
Sesuai dengan PMK Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara yang Berasal dari KKKS yang kemudian diperbaharui dengan
PMK Nomor 165/PMK.06/2010 menyebutkan bahwa proses penghapusan atas
Aset KKKS berjalan secara berjenjang dari KKKS kepada Badan Pelaksana,
kemudian ke Kementerian ESDM, dan mendapatkan persetujuan dari Menteri
Keuangan yang kemudian dilakukan lelang oleh Kementerian ESDM.
Berdasarkan wawancara dengan beberapa KKKS diketahui bahwa proses
penghapusan aset berjalan sangat lamban. Misalnya, PT ME&P South Sumatera
Extension telah mengajukan penghapusan atas aset sejak tahun 2003 tetapi
hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Pemerintah. Rata-rata proses
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4)

penghapusan aset dari masing-masing KKXS lebih dari satu tahun, Lambannya
proses penghapusan aset mengakibatkan cost recovery meningkat karena pihak
KKKS akan mengeluarkan biaya untuk penyimpanan dan pengamanan aset-aset
tersebut. Selain itu, nilai aset yang akan dilelang akan menurun karena berubah
menjadi scrap.

Berdasarkan pengujian diketahui terdapat beberapa aset KKKS yang dikuasai
dan digunakan oleh pihak ketiga. Aset berupa gedung POLYTECHNIC
CALTEX RIAU (PCR) senilai Rp19.297,10 juta milik PT Chevron Pacific
Indonesia (CPI) dikuasai/dikelola oleh yayasan PCR dan telah direnovasi
sendiri oleh yayasan PCR dengan menambah satu lantai (yang semula dua lantai
menjadi tiga lantai). Selain itu, terdapat aset-aset lain PT CPI yang
dikelola/dikuasasi oleh Yayasan PCR seperti masjid. Pada PT Pertamina Hulu
Offshore North West Java (PT PHE ONWIJ) juga ditemukan beberapa aset
tanah yang dikuasai oleh pihak ketiga.

b. Terdapat Kelemahan Pengendalian atas Pelaksanaan IP Aset KKKS

)

2)

Aset KKKS yang diperoleh setelah tahun 2010 belum disajikan dalam Neraca

LKPP karena DJKN belum memverifikasi validitas data Aset KKKS setelah

tahun 2010 yang dilaporkan dalam Harmoni III;

Aset pada beberapa KKKS yang belum sepenuhnya dilakukan IP belum

diungkapkan dalam LKPP Tahun 2011. Aset tersebut antara lain:

a) Aset-aset eks Contract of Work (CoW) pada beberapa KKKS belum di IP;
dan

b) Aset yang belum ditemukan atau belum ditunjukkan oleh KKKS sehingga
belum di IP. Harga perolehan seluruh aset KKKS senilai
USD31,219,666,552.02 sesuai data Harmoni III per 31 Desember 2010.
Berdasarkan hasil IP nilai perolehan atas aset yang ditemukan (BA 01 dan
BA 03) adalah senilai USD28,880,486,951.00. Dengan demikian, terdapat
selisih nilai perolehan sebesar USD2,339,179,601.02. Selisih tersebut
diantaranya disebabkan aset yang tidak ditemukan (BA 02), aset lain-lain
(BA 04) dan aset PT CPI yang belum di IP. Aset-aset tersebut masih perlu
dilakukan penelusuran lebih lanjut.

3) Hasil penilaian atas Aset KKKS diragukan kewajarannya karena hal-hal berikut.

a) Hasil IP Aset KKKS berupa pengeluaran setelah tanggal perolehan
(subsequent expenditures) pada 34 KKKS senilai Rp44.345.555,35 juta
belum diidentifikasi dan dipisahkan antara yang dapat dikapitalisasi dan
yang tidak boleh dikapitalisasi;

b) Terdapat 4.536 item aset yang dilaporkan dengan nilai wajar nol. Hasil
klarifikasi diketahui bahwa aset tersebut sudah dilakukan inventarisasi,
tetapi belum dilakukan penilaian karena beberapa hal seperti perbedaan fax
category, tidak adanya nilai perolehan maupun tahun perolehan, dan
kondisi fisik aset yang tidak dapat dinilai. Dari 4.536 item, diantaranya
sebanyak 303 item senilai Rp10.419.955,22 juta disajikan di Neraca dan
sebanyak 367 item senilai Rp1.382.453,22 juta diungkapkan di CaLK.
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penghapusan aset dari masing-masing KKKS lebih dari satu tahun. Lambannya
proses penghapusan aset mengakibatkan cost recovery meningkat karena pihak
KKKS akan mengeluarkan biaya untuk penyimpanan dan pengamanan aset-aset
tersebut. Selain itu, nilai aset yang akan dilelang akan menurun karena berubah
menjadi scrap.

Berdasarkan pengujian diketahui terdapat beberapa aset KKKS yang dikuasai
dan digunakan oleh pihak ketiga. Aset berupa gedung POLYTECHNIC
CALTEX RIAU (PCR) senilai Rp19.297,10 juta milik PT Chevron Pacific
Indonesia (CPI) dikuasai/dikelola oleh yayasan PCR dan telah direnovasi
sendiri oleh yayasan PCR dengan menambah satu lantai (yang semula dua lantai
menjadi tiga lantai). Selain itu, terdapat aset-aset lain PT CPI yang
dikelola/dikuasasi oleh Yayasan PCR seperti masjid. Pada PT Pertamina Hulu
Offshore North West Java (PT PHE ONW]J) juga ditemukan beberapa aset
tanah yang dikuasai oleh pihak ketiga.

Terdapat Kelemahan Pengendalian atas Pelaksanaan IP Aset KKKS

1

2)

3)

Aset KKKS yang diperoleh setelah tahun 2010 belum disajikan dalam Neraca
LKPP karena DJKN belum memverifikasi validitas data Aset KKKS setelah
tahun 2010 yang dilaporkan dalam Harmoni III;

Aset pada beberapa KKKS yang belum sepenuhnya dilakukan I[P belum

diungkapkan dalam LKPP Tahun 2011. Aset tersebut antara lain:

a) Aset-aset eks Contract of Work (CoW) pada beberapa KKKS belum di IP;
dan

b) Aset yang belum ditemukan atau belum ditunjukkan oleh KKKS sehingga
belum di IP. Harga perolehan seluruh aset KKKS senilai
USD31,219,666,552.02 sesuai data Harmoni III per 31 Desember 2010.
Berdasarkan hasil IP nilai perolehan atas aset yang ditemukan (BA 01 dan
BA 03) adalah senilai USD28,880,486,951.00. Dengan demikian, terdapat
selisih nilai perolehan sebesar USD2,339,179,601.02 juta. Selisih tersebut
diantaranya disebabkan aset yang tidak ditemukan (BA 02), aset lain-lain
(BA 04) dan aset PT CPI yang belum di IP. Aset-aset tersebut masih perlu
dilakukan penelusuran lebih lanjut.

Hasil penilaian atas Aset KKKS diragukan kewajarannya karena hal-hal berikut.

a) Hasil IP Aset KKKS berupa pengeluaran setelah tanggal perolehan
(subsequent expenditures) pada 34 KKKS senilai Rp44.345.555,35 juta
belum diidentifikasi dan dipisahkan antara yang dapat dikapitalisasi dan
yang tidak boleh dikapitalisasi;

b) Terdapat 4.536 item aset yang dilaporkan dengan nilai wajar nol. Hasil
klarifikasi diketahui bahwa aset tersebut sudah dilakukan inventarisasi,
tetapi belum dilakukan penilaian karena beberapa hal seperti perbedaan fax
category, tidak adanya nilai perolehan maupun tahun perolehan, dan
kondisi fisik aset yang tidak dapat dinilai. Dari 4.536 item, diantaranya
sebanyak 303 item senilai Rp10.419.955,22 juta disajikan di Neraca dan
sebanyak 367 item senilai Rp1.382.453,22 juta diungkapkan di CaLK.
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Dengan demikian, masih terdapat aset sebanyak 3.866 item yang nilai
wajarnya nol;

Terdapat 209 item aset dengan nilai wajar negatif senilai
USD24,019,980.00. Aset tersebut merupakan koreksi yang belum dapat
dikaitkan dengan aset induknya; dan

Berdasarkan cek fisik diketahui terdapat aset scrap dengan kondisi rusak
berat dengan nilai wajar Rp4.603,49 juta. Penilaian nilai wajar aset
memperhitungkan kondisi fisik aset yang bersangkutan, yaitu Baik, Rusak
Ringan, atau Rusak Berat. Sehubungan tidak ada kategori aset scrap,
petugas inventarisasi aset KKKS di lapangan memasukkan aset kategori
scrap sebagai aset dengan kondisi Rusak Berat. Hal ini membuat aset
tersebut secara otomatis dinilai dengan kondisi yang dipersamakan dengan
aset Rusak Berat. Oleh karena itu, berdasarkan LHP IP di seluruh KKKS
terdapat aset dengan kondisi Rusak Berat senilai Rp1.313.308,91 juta. Oleh

* karena itu pihak DJKN harus mengidentifikasi aset untuk memastikan

bahwa aset tersebut bukan scrap. Atas hal tersebut, DJKN tidak lagi
menyajikan aset tersebut dalam Neraca, tetapi mengungkapkannya pada
CalK.

4)  Proses inventarisasi masih diragukan validitasnya karena hal-hal berikut.

)

2)

3)

a)

Aset yang sebelumnya dinyatakan hilang dan masuk kedalam BA 02 pada
hasil IP ditemukan ketika cek fisik oleh tim BPK sehingga prosedur
memasukkan aset kedalam BA 02 oleh tim IP masih diragukan. Aset-aset
yang ditemukan tersebut adalah dua aset pada KKKS PHE ONWJ dengan

rincian pada tabel berikut.
Tabel 1 Daftar Aset Hilang yang Ditemukan

1 99453726 D Coalescer By Pass Baik 1,278,136.93
2 99455405 F Spare Refrigerator Comp | Rusak Berat 399,320.25
Engine
b) Dalam laporan aset yang ditemukan (BA 01), terdapat enam ifem aset
dengan keterangan not found atau tidak ditemukan; dan
¢) Dalam laporan aset yang ditemukan (BA 01), terdapat aset yang tidak

mempunyai nomor harmoni dan tidak ada rincian asetnya dengan nilai
wajar sebesar Rp21.738,03 juta.

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:

PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada:
Pasal 37 menyatakan bahwa “Penilaian atas BMN dilakukan dalam rangka
penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan, dan pemindahtanganan
BMN”;

Pasal 38 menyatakan bahwa “Penetapan nilai BMN dalam rangka penyusunan
neraca pemerintah pusat dilakukan dengan berpedoman pada SAP”;

Pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa “Pengguna barang melakukan inventarisasi
BMN sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun™; dan
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4) Pasal 70 yang menyebutkan bahwa pengelola barang melakukan inventarisasi
BMN berupa tanah/ bangunan yang berada dalam pengawasannya sekurang-
kurangnya sekali dalam lima tahun.

Surat Komite  Standar  Akuntansi Pemerintah (KSAP) Nomor S-

84/K.1/KSAP/IX/2011 perihal Subsequent Expenditures atas Aset KKKS tanggal 28

September 2011 menyatakan bahwa overhiaul aset KKKS termasuk subsequent

expenditure yang dapat dikapitalisasi sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut.

1) Memperpanjang masa manfaat;

2) Kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang
dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja; dan

3) Memenuhi suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi (capitalization threshold)
tertentu,

PMK Nomor 135/PMK.06/2009 sebagaimana telah direvisi dengan PMK Nomor

165/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari

Kontraktor Kontrak Kerja Sama pada:

1) Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa “Barang Milik Negara berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan usaha
hulu minyak dan gas bumi diserahkan oleh KKKS melalui Badan Pelaksana
kepada Menteri melalui Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral”;

2) Pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa “Barang Milik Negara selain tanah dan/atau
bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan usaha hulu
minyak dan gas bumi diusulkan oleh KKKS melalui Badan Pelaksana kepada
Menteri melalui Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral untuk dilakukan
pengelolaannya lebih lanjut”;

3) Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa “Barang Milik Negara yang berasal dari
KKKS dapat dijual langsung tanpa melalui lelang oleh Departemen Energi dan
Sumber Daya Mineral kepada KKKS lainnya, setelah mendapat persetujuan
Menteri”; dan

4) Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa “Pelaksanaan penjualan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya
Mineral kepada Menteri untuk penatausahaan”.

PMK Nomor 02/PMK.05/2011 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset

Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama

pada:

1) Pasal 5 ayat (1) butir (a) menyatakan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan
akuntansi dan pelaporan keuangan atas pengelolaan aset KKKS dibentuk unit
akuntansi yang terdiri dari UAKPA-BUN dilaksanakan oleh Unit Eselon I pada
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani bidang minyak
dan gas bumi”;

2) Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa “Unit akuntansi yang dimaksud pada ayat
(1) merupakan unit pertanggungjawaban walaupun tidak mendapatkan lokasi
anggaran”;
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3) Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa “UAKPA-BUN menyusun laporan
keuangan berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas
Laporan Keuangan (CalLK)”;

4) Pasal 6 ayat (1) butir (b) menyatakan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan
pengelolaan Barang Milik Negara dibentuk Unit Akuntansi Pengelolaan Barang
Bendahara Umum Negara yang terdiri dari UAKPIB-BUN yang dilaksanakan
oleh Unit Eselon I pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang
menangani bidang minyak dan gas bumi”; dan

5) Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa “UAKPIB-BUN wajib menyusun Laporan
Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Laporan Barang Milik Negara
(LBMN), Laporan Persediaan, dan Catatan Ringkas Barang Milik Negara
(CRBMN)”.

Permasalahan di atas mengakibatkan:

Pengelolaan dan penatausahaan aset KKKS tidak optimal; dan

Cost Recovery atas biaya pemeliharaan aset-aset yang siap dihapuskan meningkat.
Permasalahan di atas disebabkan:

Koordinasi antara BPMIGAS, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan

terkait penatausahaan aset KKKS kurang optimal;

Inventarisasi hanya berdasar pada Harmoni III, sehingga terdapat beberapa aset di

lapangan di luar Harmoni III tidak terinventarisasi;

Tidak ada penetapan atau informasi mengenai status pemanfaatan aset KKKS,

sehingga aset scrap masih dilakukan inventarisasi dan akhirnya dinilai ulang dengan

nilai yang tidak wajar;

Penilaian dilakukan tanpa melihat dokumen sumber/pendukung;

Penilaian hanya didasarkan pada laporan hasil inventarisasi, bukan pada fisik asetnya

sehingga ditemukan beberapa aset diberikan nilai yang tidak wajar jika dibandingkan

dengan fisik asetnya; dan

Belum ada prosedur verifikasi ke dokumen sumber untuk Aset KKKS yang

diperoleh setelah tahun 2010 yang dilaporkan dalam Harmoni III.

Tanggapan — Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

Penyajian subsequent expenditure yang dilaporkan dalam LKPP TA 2011

(unaudited) telah dilakukan berdasarkan pendapat KSAP melalui surat Nomor S-

84/K.1/KSAP/IX/2011 tanggal 28 September 2011, bahwa overhaul Aset KKKS

termasuk subsequent expenditure dapat dikapitalisasi sepanjang memenubhi kriteria:

1) Memperpanjang masa manfaat;

2) Kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang
dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja; dan

3) Memenuhi suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi (capitalization threshold)
tertentu.

Namun demikian, Pemerintah sepakat dengan BPK mengeluarkan nilai kapitalisasi

subsequent expenditure sebesar Rp44.345.555,35 juta dari Neraca dan hanya

diungkapkan dalam CaLLK LKPP TA 2011 (audited). Selanjutnya, Pemerintah akan
melakukan verifikasi ulang dan menelusuri dokumen pendukung/bukti, misalnya

Authorization for Expenditure yang menunjukkan bahwa seluruh subsequent
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expenditure telah memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud oleh KSAP;
dan

b. Terhadap aset yang menurut BPK mempunyai kondisi rusak berat (aset RB) sebesar
Rp1.313.308,91 juta dilaporkan dalam LKPP Tahun 2011 (unaudited), Pemerintah
berpandangan bahwa aset RB masih dapat digunakan dan mempunyai manfaat
ekonomi sehingga masih dapat dicatat dalam Neraca. Namun demikian, Pemerintah
sepakat dengan BPK bahwa nilai aset RB sebesar Rp1.313.308,91 juta dikeluarkan
dari Neraca dan hanya diungkapkan dalam CalLK LKPP TA 2011 (audited).
Selanjutnya, Pemerintah akan melakukan verifikasi ulang dan mengumpulkan bukti
yang memadai atas aset RB yang akan diselesaikan tahun 2012 ini.

Rekomendasi — BPK merekomendasikan kembali kepada Pemerintah untuk:

a. Memperbaiki metode dan pengendalian atas pelaksanaan IP Aset KKKS yang masih
berlangsung dan memverifikasi kembali hasil IP yang sudah dilaksanakan; dan

b. Menetapkan prosedur verifikasi data Harmoni III ke dokumen sumber atas Aset
KXKS yang diperoleh setelah tahun 2010.

23 Temuan - Pelaksanaan Inventarisasi dan Perhitungan Aset Eks Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Tidak Berdasarkan Dokumen yang Valid
Sehingga Aset Eks BPPN Senilai Rp38,12 Triliun Tidak Dapat Diyakini
Kewajarannya

Neraca LKPP TA 2011 dan 2010 menyajikan Aset Lain-Lain berupa Aset Eks
BPPN yang berasal dari Tim Koordinasi masing-masing sebesar Rp67.543.984,47 juta
dan Rp29.203.047,20 juta.

Aset Eks BPPN merupakan aset Pemerintah yang status kepemilikan dan nilainya
masih bermasalah sehingga belum dapat diserahkan kepada PT Perusahaan Pengelola
Aset (Persero)/PT PPA (Persero). Sehubungan dengan berakhirnya tugas BPPN, segala
kekayaan BPPN menjadi kekayaan negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan.
Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Kepala BPPN dengan Menteri
Keuangan tanggal 30 April 2004 yang dinyatakan dalam LHP atas LKPP Tahun 2008
Nomor 25/02/LHP/XV/05/2009 tanggal 20 Mei 2009, aset Eks BPPN per 30 April 2004
yang diserahkan kepada Menteri Keuangan berjumlah 80.464 unit aset dengan nilai buku
sebesar Rp264.226.963,05 juta dan nilai pengalihan sebesar Rp14.064.784,95 juta.
Menteri Keuangan menyerahkan pengelolaan aset yang berstatus free and clear (tidak
berperkara) yang berjumlah 2.027 unit senilai Rp11.685.652,77 juta kepada PT PPA,
sedangkan sisanya berupa aset lain-lain yang berasal dari Tim Koordinasi dikelola oleh
Kementerian Keuangan.

Dalam rangka penertiban penatausahaan dan penetapan nilai yang lebih wajar,
Kementerian Keuangan, dhi. DJIKN melaksanakan inventarisasi dan perhitungan atas
Aset Eks BPPN. Inventarisasi dan perhitungan Aset Eks BPPN hanya didasarkan atas
ketersediaan fisik dokumen yang ditemukan di gudang kustodi DJKN. Hal ini karena
dokumen yang dimiliki Pemerintah tidak lengkap termasuk rincian saldo awal aktiva
bersih BPPN per 30 April 2004. Oleh karena itu, catatan-catatan Aset Eks BPPN tahun
sebelumnya baik yang terdapat pada dokumen serah terima dari Kepala BPPN ke Menteri
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Keuangan maupun pada catatan aset yang telah dilaporkan dalam LKPP TA 2004 s.d.
2010 yang tidak ditemukan dalam pelaksanaan inventarisasi tidak dijelaskan.

LHP LKPP Tahun 2010 mengungkapkan masalah pengendalian penatausahaan
aset Eks BPPN yang berasal dari Tim Koordinasi sebesar Rp29.203.047,20 juta belum
memadai. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah agar
melakukan penyempurnaan penatausahaan, pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan
Aset Eks BPPN.

Pada tahun 2011, DJKN melakukan inventarisasi dan perhitungan ulang
berdasarkan Keputusan Dirjen Kekayaan Negara Nomor KEP-144/KN/2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Aset Kredit, Inventarisasi dan Penilaian Aset Properti
Eks BPPN. Pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan ulang tersebut mengakibatkan nilai
Aset Eks BPPN yang disajikan dalam Neraca LKPP Tahun 2011 menjadi sebesar
Rp67.543.984,47 juta atau meningkat sebesar Rp38.340.937,27 juta dengan rincian
sebagai berikut.

Tabel 2 Rincian Saldo Akhir Aset Eks BPPN Tahun 2011 dan 2010

éf’g'gﬁgi')‘ yang | 5087 | 35.465.120.460.776 | 16.051 | 6.179.543.038.587 | 29.285.577.422.189

2. | Tagihan PKPS 23 | 29.606.876.725.368 23 | 21.066.535.795.762 | 8.540.340.929.606
3. | Aset Non Inti —

Properti 1643 | 1.981.229.805.153 | 1.128 | 1.462.099.189.630 |  519.130.615.523
4, | Aset Non Inti —

Inventaris 36.985 12.136.475.108 | 58.937 16.247.173.622 (4.111.698.514)
5. | Penempatan

Qggfa”k dan n.a 478.622.000.000 na| 478.622.000.000 ;

Jumlah 67.543.984.466.405 29.203.047.197.601 | 38.340.937.268.804

Hasil pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan menunjukkan aset kredit senilai
Rp72.978.925,20 juta yang terdiri dari: (1) aset kredit yang belum diserahkan ke PUPN
sebesar Rp61.794.307,80 juta dengan rincian Asset Transfer Kit (ATK) sebesar
Rp39.203.225,17 juta, Non ATK sebesar Rp21.961.761,87 juta, dan Debitur Write Off
(DWO) sebesar Rp629.320,75 juta; dan (2) aset kredit yang sudah diserahkan ke PUPN
sebesar Rp11.184.617,41 juta (ATK, Non ATK dan DWO).

Sumber data yang digunakan dalam pelaksanaan inventarisasi aset kredit ATK
dan Non ATK adalah dokumen kredit yang meliputi dokumen hukum, dokumen jaminan,
dan dokumen lainnya, serta penggunaan nama debitur (nama customer), nama bank asal,
alamat yang tercantum dalam Sistem Aplikasi Pengganti Bunysis (SAPB). Nilai
outstanding aset kredit ATK menggunakan nilai outstanding dalam SAPB, sedangkan
nilai outstanding aset kredit Non ATK menggunakan nilai yang ada dalam dokumen
perjanjian kredit.

Inventarisasi aset kredit ATK, non ATK, dan DWO dilakukan dengan cara
verifikasi dokumen, input data inventarisasi, dan rekonsiliasi data penyerahan pengurusan
piutang negara Eks BPPN ke PUPN. Hasil inventarisasi digunakan sebagai sumber data
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(data source) untuk melakukan pemasukan (inpur) data/ atau migrasi data ke dalam
Modul Kekayaan Negara. Sesuai dengan database Modul Kekayaan Negara, hasil
inventarisasi aset kredit adalah senilai Rp61.794.307,80 juta yang terdiri dari aset kredit
ATK senilai Rp39.203.225,17 juta, aset kredit non ATK sebesar Rp21.961.761,87 juta,
dan aset DWO sebesar Rp629.320,75 juta, dengan rincian sebagai berikut.

e e

29.021.4

66.992.723,00

Tabel 3 Rincian Data aset ATK, Non ATK, dan D

o S

T

WO Eks BPPN
S

7.042.713.903.150,89

174.350.497.133,93

USD | 1,081,153,682.00 | 9.894.581.588.376,00 | 1,612,181,464.88 | 14.619.261.523.531,80 | 49,657,931.94 | 450.298,126.831,92
JPY 088,802,834.02 115.495.335.182,61 38,391,710.20 4.484.274.604,83 | 40,000,000.00 4.672.128.000,00
DM - - 8,042,615.77 - - -
EUR 13,263,366.67 1565.698.516.966,47 25,155,000.00 295.294.293.450,00 - -
AUD 1,332,783.73 12.265.182.176,40 855,80 7.875.653,54 - -

266,124.00

3.717.558.009,48

Hasil pengujian diketahui bahwa pelaksanaan inventarisasi, perhitungan, dan
penilaian terhadap aset kredit menunjukkan adanya kelemahan sebagai berikut.
a. Aset kredit ATK sebesar Rp18.248.973,00 juta perlu diverifikasi lagi kewajarannya

karena belum sepenuhnya didukung dengan cessie.

Penetapan jumlah kewajiban

debitur ATK pada pelaksanaan

inventarisasi

menggunakan nilai outstanding yang tercatat pada SAPB. SAPB dibuat berdasarkan
backup data dari Bunisys (sistem pencatatan/administrasi aset di lingkungan BPPN)
yang sudah dimatikan selama kurang lebih dua tahun. Besaran hak tagih (hutang
debitur) ditetapkan berdasarkan data outstanding hutang yang terdapat dalam SAPB
berupa rekening Joan status aktif, dan status suspend yang terdiri dari pokok, bunga,
denda dan ongkos-ongkos. Pelaksanaan inventarisasi dilakukan dengan cara
membandingkan nama debitur, bank asal, dan alamat untuk kemudian dicocokkan
dengan data yang ada pada SAPB. Pelaksanaan inventarisasi sendiri hanya
mendasarkan pada pencocokan nama dan bank asal pada SAPB tanpa melihat nilai
pengalihan pada dokumen cessie. Dari hasil penelusuran secara uji petik atas 26 aset
kredit ATK, terdapat ketidaksesuaian antara nilai outstanding yang tercatat pada
laporan keuangan (Modul Kekayaan Negara), SAPB, dan nilai pengalihan (cessie)
sebagaimana pada lampiran 9.
Perbedaan tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.
1) Terdapat empat aset kredit yang salah dalam pencatatan nilai outstanding senilai

Rp15.866.294,89 juta;
2) Terdapat lima aset kredit ATK senilai USD348,594,836.00 atau ekuivalen

Rp3.161.057,97 juta yang tidak ditemukan dokumen cessie-nya; dan
3) Satu aset kredit yang masih tercatat sebesar USD50,000,000.00 atau ekuivalen

Rp453.400,00 juta diindikasikan sudah lunas sesuai dengan surat debitur.
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Atas kesalahan pencatatan tersebut, DJKN telah mengoreksi nilai aset kredit sebesar
Rp15.552.042,87 juta sehingga aset kredit ATK yang tercatat seluruhnya menjadi
sebesar Rp23.651.182,30 juta.

Atas aset kredit yang tidak diperiksa yaitu ATK senilai Rp15.977.748,37 juta, Tim

BPK meminta pihak DJKN untuk memastikan seluruh catatan aset kredit didukung

dengan dokumen cessie. Namun demikian, DJKN hanya mampu menunjukkan

tambahan cessie senilai Rp889.833,34 juta dari Rp15.977.748,37 juta yang diminta
oleh Tim BPK.

Selain itu, berdasarkan penelusuran lebih lanjut diketahui bahwa terdapat aset kredit

ATK senilai Rp3.444.609,04 juta berstatus litigasi dan senilai Rp1.059.617,23 juta

yang statusnya tidak jelas.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan di atas, Tim BPK tidak meyakini

kewajaran nilai outstanding aset kredit ATK sebesar Rp18.248.973,00 juta

(Rp3.161.057,97 juta +Rp15.977.748,37 juta— Rp889.833,34 juta);

Hasil inventarisasi aset kredit Non ATK senilai ekuivalen Rp21.961.761,87 juta

diragukan kewajarannya sehingga DJKN tidak menyajikan dalam Neraca dan hanya

mengungkapkan dalam CaLK.

Kelemahan dalam inventarisasi aset kredit Non ATK adalah sebagai berikut.

1) Nilai outstanding aset kredit Non ATK menggunakan dokumen perjanjian
kredit atau Memorandum of Understanding (MoU) tanpa melihat saldo kredit
sehingga belum menggambarkan nilai tagihan yang sebenarnya. Hal tersebut
disebabkan dokumentasi atas transaksi yang terjadi setelah Perjanjian Kredit
(PK) ditandatangani sampai dengan piutang tersebut diserahkan ke BPPN tidak
memadai; '

2) Aset kredit senilai USD690,000,000.00 merupakan piutang kepada debitur PT
‘X’ yang didasarkan atas Perjanjian Pinjaman Sindikasi dan Perjanjian Bagi
Hasil Jaminan. Perjanjian sindikasi tersebut melibatkan 16 bank selaku kreditur
termasuk Bank Umum Nasional. Hak tagih BPPN atas kredit tersebut adalah
hak tagih Bank Umum Nasional. Dari dokumen yang ada, tidak diketahui
berapa nilai riil partisipasi Bank Umum Nasional atas perjanjian tersebut.
Namun, DJKN mencatat secara penuh senilai USD690,000,000.00;

3) Aset kredit kepada Bank ‘Z’ senilai Rp1.700.000,00 juta merupakan pemberian
dana dari BPPN ke bank tersebut yang diindikasikan sudah termasuk dalam aset
Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS);

4) PT KM berdasarkan database memiliki outstanding pinjaman senilai
Rp209.389,81 juta dan USD18,335,360.00. Namun, hasil pengujian dokumen
menunjukkan nilai Rp209.389,81 juta merupakan nilai ekuivalen Rupiah dari
USD18,335,360.00 sehingga tercatat dua kali. Loan Agreement tanggal 29
Oktober 1996 dan telah diamandemenkan terakhir pada tanggal 18 Juli 2001
menyebutkan  bahwa outstanding utang PT KM adalah sebesar
USD10,522,399.02 (unsecured claim) dan Rp209.389,81 juta yang sebagian
nilainya akan dikonversi dengan penyertaan saham pada PT KM senilai
Rp186.533,48 juta sehingga outstanding pinjaman berdasarkan dokumen adalah
senilai USD10,522,399.02 dan Rp22.838,00 juta. Namun demikian, pinjaman
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tersebut merupakan pinjaman sindikasi yang terdiri dari sepuluh kreditur
dimana yang menjadi bagian hak tagih awal BPPN hanya senilai
USD1,918,601.12; dan
5) PT CA berdasarkan database memiliki outstanding pinjaman senilai
USD220,000,000.00. Namun, berdasarkan pengujian dokumen diketahui bahwa
nilai outstanding pinjaman hanya senilai USD43,876,463.06. Sesuai dengan
dokumen amandemen perjanjian kredit tanggal 10 Maret 1993 nomor 23, plafon
pinjaman PT CA telah ditetapkan senilai USD220,000,000.00 dan telah
terealisasi senilai USD192,563,582.44. Kemudian berdasarkan akta adendum
kedua atas perjanjian kredit tanggal 24 Februari 1999 nomor 7, PT CA telah
melunasi sebagian pinjamannya sehingga sisa plafon pinjamannya menjadi
USD43,876,463.06. Nilai tersebut ditetapkan sebagai plafon pinjaman kredit
CA. Atas nilai tersebut, pihak Bank Bumi Daya membuat rescheduling
pembayaran untuk meringankan pelunasan nilai sisa utang.
c¢. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (Dit. PKN dan SI)
belum melakukan konfirmasi ke debitur terkait jumlah tagihan yang dibebankan
kepadanya, sedangkan data yang dimiliki tim Dit. PKN dan SI terbatas. Hal ini dapat
menimbulkan potensi permasalahan hukum, apabila debitur ternyata memiliki
dokumen hukum yang nilai tagihannya berbeda dengan yang tercatat oleh tim
koordinasi, sehingga nilai yang tercatat di tim kordinasi belum memiliki kepastian
secara hukum; dan
d. Nilai pengurang dari saldo aset kredit didasarkan pada Surat Pernyataan Piutang
Negara Lunas (SPPNL) sehingga nilai pengurang pada saldo akhir merupakan nilai
aset kredit yang telah lunas. Dit. PKN dan SI tidak memperhitungkan nilai
pembayaran dan angsuran yang telah dilakukan oleh debitur baik pembayaran yang
dilakukan pada bank asal maupun pada BPPN,

Selain aset kredit yang tercatat dalam Modul Kekayaan Negara, DIKN juga
menyerahkan pengurusan piutang aset kredit Eks BPPN kepada PUPN senilai
Rp7.523.918,41 juta, USD331,356,309.54, dan JPY5.615.941.858,85 atau total ekuivalen
Rp11.184.617,41 juta. Penyerahan piutang tersebut dilakukan karena DJKN telah
meyakini bahwa nilai piutang tersebut telah didukung oleh bukti-bukti dokumen yang
memadai. Akan tetapi, metode pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan aset kredit
memiliki kelemahan-kelemahan seperti disebutkan di atas sehingga nilai piutang tersebut
belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya.

DJKN juga melakukan inventarisasi dan penilaian aset properti. Data yang
digunakan dalam pelaksanaan inventarisasi aset properti antara lain namun tidak terbatas
pada: dokumen aset properti yang tersimpan di kustodi, daftar nominatif aset properti
Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA), dokumen PKPS, matriks aset properti berperkara,
daftar lain apabila ada berupa daftar aset sita kejaksaaan, akta cessie yang dilampiri daftar
aset eks properti jaminan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), atau Hak
Tanggungan Bank Indonesia (HTBI). _

Metode inventarisasi aset properti dilakukan dengan cara verifikasi dokumen,
input data hasil verifikasi, pencocokan data, dan penilaian. Hasil inventarisasi digunakan
sebagai sumber data (data source) untuk melakukan pemasukan (inpur) data atau migrasi
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data ke dalam Modul Kekayaan Negara. Hasil inventarisasi dan penilaian aset propetti
Eks BPPN adalah sejumlah 726 aset senilai Rp1.995.763,02 juta dengan rincian sebagai
berikut.

Tabel 4 Rincian Aset Properti Eks BPPN
__(dalam Ru iah ‘

" : e ahun 20110 /
1 Aset Veriflkasi 2010/2011 314 1.258.466.225.993,00
2 Griya Potensa 132 23,767.000.000,00
3 Verifikasi 2009

a. BJDA 114 618.158.742.000,00
b. Settlement 23 61.301.947.000,00
4 | Apartemen Menara 7 Gading 143 34.069.110.000,00
Jumlah 726 1.995.763.024.993,00

Berdasarkan hasil penelusuran aset properti diketahui bahwa terdapat 917 aset
properti belum dilakukan penilaian dan terdapat aset properti yang dikuasai oleh pihak
ketiga. Berdasarkan LIKPP TA 2011, aset properti Eks BPPN sebanyak 1.643 aset dengan
nilai sebesar Rp1.981.229,81 juta masih diragukan kewajarannya karena belum
mencerminkan nilai keseluruhan aset properti. Di samping itu, berdasarkan hasil
pemeriksaan fisik secara uji petik atas aset properti, terdapat aset Eks BPPN yang masih
dikuasai oleh pihak ketiga yaitu aset debitur BLBI Danamon berupa tanah dan bangunan
di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Selain aset tersebut, terdapat aset tanah dan
bangunan Eks BPPN berupa apartemen yang kondisinya rusak ringan yang terletak di
Apartemen Pavillion Jalan KH Mas Mansyur, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta
Pusat. Berdasarkan wawancara dengan pengelola, service charge dan biaya pengelolaan
aset tersebut hingga saat ini masih belum dibayarkan kepada pengelola.

Selain aset kredit dan aset properti, Aset Eks BPPN juga berupa tagihan PKPS
sebesar Rp29.606.876,73 juta. Piutang ini merupakan piutang BPPN yang timbul
sehubungan dengan PKPS kepada perusahaan induk yang didirikan oleh eks Pemegang
Saham Pengendali (PSP) Bank Take Over (BTO) dan Bank Beku Operasi dalam rangka
penyelesaian terhadap kewajiban eks PSP tersebut berdasarkan perjanjian MSAA,
MRNIA dan piutang BPPN kepada eks PSP Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) dan
BTO terkait perjanjian Akta Pengakuan Utang (APU), Aset PKPS terdiri dari PKPS eks
Obligor Kementerian Keuangan sebesar Rpl12.823.997,83 juta, PKPS eks Obligor
Kepolisian Rpl11.473.418,00 juta dan PKPS Obligor eks Kejaksaan sebesar
Rp5.309.460,90 juta.

Hasil pemeriksaan terkait nilai PKPS menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

a. Peningkatan nilai PKPS eks Kepolisian dari tahun 2010 ke tahun 2011 sebesar
Rp3.374.286,23 juta belum mendapatkan kesepakatan dari pemegang saham
pengendali. Sesuai rekomendasi Laporan Audit BPK RI Nomor 34G/XI1/11/2006
tanggal 30 November 2006 atas PKPS, perubahan Jumlah Kewajiban Pemegang
Saham (JKPS) memerlukan kesepakatan dengan Pemegang Saham;

b. Pemerintah belum menyajikan nilai kewajiban sebesar Rp23.500,00 juta sebagai
akibat adanya putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap yang mewajibkan
pemerintah untuk membayar secara langsung dan serta merta nilai kewajiban
tersebut kepada salah satu obligor PKPS eks Kepolisian; dan
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c. PKPS eks Kejaksaaan Agung senilai Rp5.309.460,90 juta masih menggunakan nilai
indikasi yang belum mendapatkan kesepakatan dari pemegang saham. Nilai sisa
kewajiban pemegang saham kepada Negara RI umumnya diperoleh dari nilai utang
kepada Negara RI cq. BPPN yang tidak didasarkan pada kesepakatan perjanjian
antara pemerintah dan/atau BPPN dengan pemegang saham yang bersangkutan.

Selain permasalahan-permasalahan tersebut di atas, nilai Aset Eks BPPN yang
disajikan belum sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan karena sampai saat ini
pemerintah belum membuat penyisihan atas Aset Eks BPPN,

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:

a. PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/Daerah, Pasal 32 yang
menyatakan bahwa “Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna
barang wajib melakukan pengamanan BMN/daerah yang berada dalam
penguasaannya meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan
pengamanan hukum”; dan

b.  Buletin Teknis SAP Nomor 06 tentang Akuntansi Piutang yang menyatakan bahwa
“Pengakuan hak tagih dan dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di
Neraca harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

1) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban
secara jelas;

2) jumlah piutang dapat diukur;

3) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan

4) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan”.

Permasalahan di atas mengakibatkan penyajian Aset Eks BPPN yang disajikan

pada LKPP Tahun 2011 sebesar Rp38.117.337,54 juta (Rp11.184.617,41 juta +

Rp18.248.973,00 juta + Rp3.374.286,23 juta + Rp5.309.460,90 juta) tidak dapat diyakini

kewajarannya,

Permasalahan di atas disebabkan pelaksanaan inventarisasi, perhitungan dan
penilaian serta pengelolaan Aset Eks BPPN tidak berdasarkan dokumen yang valid.

Tanggapan — Pemerintah menanggapi bahwa sesuai Keputusan Presiden Nomor

15 Tahun 2004 dan ketentuan Pasal 80 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2006, Pemerintah

melaksanakan pengelolaan atas kekayaan negara yang berasal dari aset eks BPPN.

Dengan pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN sesuai Keputusan Presiden tersebut,

maka yang secara fisik diterima oleh Menteri Keuangan adalah dokumen aset dan

arsip/working file. Dalam rangka operasionalisasi pengelolaan atas aset tersebut, Menteri

Keuangan melalui Tim Pemberesan BPPN berinisiatif untuk memindahkan/mem-back up

data debitur pada Loan System BPPN-Bunisys ke Kementerian Keuangan yang

selanjutnya disebut SAPB. Oleh karena nature SAPB sebagai back-up dari Bunisys

BPPN dan sifat statis data tersebut sejak pembubaran BPPN, maka ditetapkan kebijakan

mempergunakan data pada SAPB sebagai data referensi pengelolaan aset kredit.

Terhadap aset Eks BPPN yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, DIKN felah

melakukan inventarisasi, verifikasi, dan penilaian, termasuk di dalamnya perhitungan

Jjumlah hutang sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP Tahun 2010. Kegiatan
tersebut berpedoman kepada KMK Nomor 280/KMK.06/2009 sebagai petunjuk
pelaksanaan tugas dalam pengelolaan aset Eks BPPN dan Keputusan Dirjen Kekayaan
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Negara Nomor KEP-144/KN/2011 sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan inventarisasi,

verifikasi dan penilaian.

Selanjutnya, Pemerintah akan terus melakukan pengelolaan Aset Eks BPPN dengan
berpedoman pada ketentuan, melakukan validasi data, dan akan terus mengupayakan
peningkatan penerimaan atas Aset Eks BPPN ke kas negara.

Rekomendasi — BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar memperbaiki
inventarisasi dan perhitungan Aset Eks BPPN dengan memastikan keberadaan aset ATK
(dibuktikan dengan cessie), menyepakati nilai PKPS dengan pemegang saham, menilai
seluruh aset properti dan menyajikan nilai wajar Aset Eks BPPN.

2.4 Temuan - Penetapan PP Penyertaan Modal Negara (PMN) atas Bantuan
Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) Berlarut-larut dan
Metode Penetapan Nilainya dalam PP PMN Dapat Berbeda dengan Nilai
Penyerahan Awal

Neraca LKPP TA 2011 melaporkan investasi permanen PMN sebesar
Rp736.991.554,23 juta. Diantara nilai investasi tersebut, sebesar Rp44.364.558,17 juta
merupakan PMN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum ditetapkan dalam PP
PMN dan masih berbentuk BPYBDS.

BPYBDS merupakan hasil proyek KL yang bersumber dari Daftar Isian Proyek
(DIP) maupun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang kemudian dilakukan
serah terima operasional melalui BASTO dari KL kepada BUMN. Atas dasar BASTO
tersebut, BUMN melaporkan aset yang diterima tersebut ke dalam akun ekuitas sub akun
BPYBDS, dan KL tidak melaporkan dalam Neraca KL, tetapi cukup diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) KL. Sebelum diusulkan menjadi PP PMN,
berdasarkan PMK Nomor 109/PMK.06/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi,
Penilaian, dan Pelaporan Dalam Rangka Penertiban BMN, BPYBDS direviu terlebih
dahulu oleh BPKP dan menjadi dasar nilai penetapan PP PMN. Setelah ditetapkan dengan
PP PMN, BPYBDS dilaporkan sebagai modal disetor pemerintah pada BUMN.
Berdasarkan prinsip substance over form, pemerintah telah melaporkan BPYBDS
tersebut sebagai PMN walaupun belum ada PP-nya.

BPK menemukan permasalahan-permasalahan BPYBDS sebagai berikut.

a. Nilai BPYBDS terus menerus bertambah dari tahun ke tahun dan belum ada
mekanisme yang memadai untuk mempercepat penetapan BPYBDS dalam PP PMN.

b. DJKN selaku Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAP-BUN)-
Investasi Pemerintah tidak dilibatkan pada tahap perencanaan kebutuhan dan
penganggaran, tahap pengadaan, penggunaan, dan pemanfaatan pada proyek-proyek
pengadaan BMN pada KL yang diperuntukkan sebagai PMN pada BUMN. Selain
itu, DJKN sering terlambat memperoleh informasi mengenai proyek-proyek KL
yang diperuntukkan sebagai PMN pada BUMN;

c. Terdapat proyek yang tidak tepat dianggarkan sebagai BMN yang akan diserahkan
kepada BUMN karena bersifat multivears dan multifinancing. Sifat tersebut
menyulitkan pencatatan BMN di KL dan proses serah terima kepada BUMN, serta
perbedaan perlakuan akuntansi sebagai ekuitas di LK BUMN;
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Nilai proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (Inkitring) sebesar Rp9.798.755,87 juta
dilaporkan sebagai KDP pada Laporan Keuangan Kementerian ESDM dan
dilaporkan sebagai BPYBDS pada Laporan Keuangan BUMN PT Perusahaan Listrik

Negara (PLN). Proyek tersebut belum diserahterimakan dari Kementerian ESDM

kepada PT PLN karena bersifat multiyears. Proyek Inkitring merupakan proyek

multiyears dan multifinancing dari APBN, loan dan anggaran PT PLN.

Mekanisme belanja dalam rangka BPYBDS adalah Kementerian ESDM

memberikan fresh money kepada PT PLN untuk menyelenggarakan proyek Inkitring.

Proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan penatausahaan administrasi

dikerjakan oleh PT PLN; dan

Terdapat perbedaan nilai hasil reviu BPKP dibanding nilai BASTO sebagai berikut.

1) Nilai BPYBDS yang telah ditetapkan menjadi PP PMN pada tahun 2011
sebesar Rp1.781.214,95 juta adalah nilai hasil reviu BPKP, dan nilai hasil reviu
lebih besar dari nilai BASTO sebesar Rp212.583,22 juta. Rincian dapat dilihat
pada lampiran 10;

2) Nilai BPYBDS yang belum menjadi PP PMN dan telah direviu oleh BPKP
sebesar Rp32.902.186,11 juta (Rincian dapat dilihat pada lampiran 11), dan
nilai hasil reviu lebih kecil dari nilai BASTO sebesar Rp1.047.204,37 juta atau
3,18 % (Rincian dapat dilihat pada lampiran 12). Selain itu, terdapat juga
BPYBDS yang telah direviu dan dicatat sebesar hasil reviu sebesar
Rp3.004.684,95 juta dan tidak berbeda dengan nilai BASTO. Rincian dapat
dilihat pada lampiran 13a;

3) Nilai BPYBDS yang belum direviu BPKP dan nilai BPYBDS yang tidak
didukung dokumen yang memadai (BASTO dan hasil reviu) sebesar
Rp8.457.687,12 juta. Rincian dapat dilihat pada lampiran 13b; dan

4) Nilai BPYBDS dalam Laporan Keuangan sebesar Rp3.226.932,19 juta masih
berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi BPYBDS dan belum dicatat sesuai hasil
reviu BPKP sebesar Rp2.881.087,22 juta. Pencatatan tersebut berdasarkan
Laporan Keuangan BUMN yang memang belum mencatat ekuitasnya berdasar
hasil reviu BPKP. Rincian dapat dilihat pada lampiran 14.

Atas perbedaan nilai hasil reviu terhadap nilai BASTO tersebut, Pemerintah belum

membuat mekanisme pengaturan lebih lanjut sehingga belum jelas pengaruhnya

terhadap perubahan nilai ekuitas BUMN yang akan dicatat oleh Pemerintah.
Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:

PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas

Menuju Akrual, Lampiran 11.01, Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan:

1) Paragraf 33 tentang relevan menyatakan bahwa laporan keuangan bisa
dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat
mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi
peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta
menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu;
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2) Paragraf 35 tentang andal menyatakan bahwa informasi dalam laporan
keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material,
menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi; dan

3) Paragraf 47 tentang substance over form menyatakan bahwa informasi
dimaksud untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang
seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat
dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya
aspek formalitasnya.

b. PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan BMN Pasal 4 ayat (2) menyatakan
antara lain bahwa pengelola BMN berwenang dan bertanggungjawab (1)
merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan BMN; (2)
meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMN; dan (3) menetapkan status
penguasaan dan penggunaan BMN; dan

c. Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah Bab II huruf C.2 menyatakan
akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian
manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja dan
transfer dan pembiayaan.

Permasalahan di atas mengakibatkan:

a. Berkurangnya nilai BMN yang telah ditetapkan menjadi PP PMN sebesar
Rp212.583,22 juta dan potensi berkurangnya BMN yang akan ditetapkan sebagai
PMN sebesar Rp1.047.204,37 juta;

b. Potensi perbedaan penetapan nilai PP PMN atas BPYBDS yang saat ini masih
dicatat sebesar penyerahan awal yang terdiri dari 1) BPYBDS sebesar
Rp8.457.687,11 juta yang belum dilakukan reviu oleh BPKP dan belum didukung
dokumen yang memadai (BASTO); dan 2) perbedaan nilai hasil reviu BPKP dengan
nilai BAR BPYBDS sebesar Rp345.844,97 juta (Rp3.226.932,19 juta-
Rp2.881.087,22 juta); dan

c. PMN pada PT PLN tidak sesuai dengan nilai aktiva bersih Laporan Keuangan
Audited PT PLN.

Permasalahan di atas disebabkan Pemerintah dhi. DJKN selaku pengelola barang
dan UAP-BUN - Investasi Pemerintah tidak mempunyai kontrol yang memadai terhadap
BUMN dan Kementerian terkait yang mempunyai proyek yang diperuntukkan menjadi
PMN pada BUMN.

Tanggapan - Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

a. BPYBDS pada prinsipnya merupakan BMN yang berasal dari belanja KL yang
diserahkelolakan kepada BUMN di masing-masing sektor. Penatausahaan BPYBDS
dimulai dari proses pengalihan BMN dari KL menjadi aset BUMN berdasarkan
dokumen BASTO menjadi dokumen legal antara KL dan BUMN. Selanjutnya,
dalam rangka proses penyusunan RPP Penambahan PMN dan untuk menjaga
governance, BPKP melakukan reviu atas aset tersebut. Nilai hasil reviu BPKP ini
akan menjadi dasar penetapan nilai PMN pada masing-masing BUMN. Pemerintah
mengakui bahwa saat ini metode pencatatan BPYBDS di BUMN masih variatif,
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sebagian berdasarkan BASTO dan yang lain menggunakan nilai reviu. Agar terdapat
keseragaman pencatatan, Pemerintah segera menerbitkan peraturan yang
menegaskan kebijakan akuntansi dan penatausahaan BPYBDS;

b. Proses pencatatan BPYBDS sebesar nilai yang tertera di BASTO sampai proses
reviu BPKP dimungkinkan terjadi perbedaan baik dari sisi nilai maupun jumlah
barang, Perbedaan tersebut terjadi akibat perbedaan metode atau waktu pencatatan,
misalnya akibat perbedaan waktu konversi kurs dari mata uang asing ke rupiah, dan
perbedaan karena adanya perbedaan jumlah barang. Terkait dengan perbedaan
jumlah barang Pemerintah akan menelusuri kasus per kasus dan menyelesaikannya
sesuai ketentuan di bidang pengelolaan BMN maupun BUMN;

c. - Proses penetapan PP PMN atas BPYBDS melibatkan banyak pihak, yaitu BUMN,
Kementerian Teknis, Kementerian BUMN, BPKP, Kementerian Hukum dan HAM,
dan Sekretariat Negara, sehingga membutuhkan proses birokrasi dan waktu yang
relatif lama. Dalam rangka mempercepat prosess penetapan PP BPYBDS,
Kementerian Keuangan dhi. DJKN selalu melakukan koordinasi dengan KL terknis
dan BUMN terkait. Kementerian Keuangan sudah menyampaikan surat himbauan
kepada KL pemilik BPYBDS agar segera mengusulkan untuk penetapan PMN
dengan melengkapi dokumen BASTO dan Reviu. Koordinasi juga dilakukan dengan
KL yang berperan dalam proses legalisasi PP, antara lain Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia dan Sekretariat Negara. Upaya tersebut merupakan keseriusan
Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan BPYBDS ini;

d. Pemerintah akan memperjelas peran DJKN dalam proses perencanaan dan
penganggaran belanja KL yang akan diserahoperasionalkan kepada BUMN.
Mekanisme monitoring BPYBDS akan disempurnakan kembali, sehingga penetapan
status BMN menjadi PMN dapat terpantau dengan lebih baik dan prosesnya dapat
berjalan lebih cepat; dan

e. Terkait dengan proyek multiyears dan mixed financing yang mengakibatkan sulitnya
pengadministrasian hasil proyek baik di BUMN maupun di KL, Pemerintah akan
mengkaji pengalihan dari pos Belanja Modal KL menjadi Pengeluaran Pembiayaan,
sehingga potensi masalah pencatatan ganda di BUMN dan KL atas hasil proyek
multiyears dan mixed financing yang dioperasikan oleh BUMN ini dapat
diminimalisir.

Rekomendasi — BPK merekomendasikan Pemerintah agar menetapkan kebijakan
yang jelas mengenai:

a. Perencanaan dan penganggaran atas BMN yang akan diserahkan kepada BUMN
sebagai PMN dengan melibatkan DJKN selaku unit akuntansi BUN-Investasi
Pemerintah; '

b.  Mekanisme penetapan BPYBDS sebagai PMN; dan

c. Perlakuan atas selisih nilai antara pencatatan BPYBDS dengan nilai yang akan
ditetapkan dalam PP.
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2.5 Temuan - Sistem Pertanggungjawaban dan Pelaporan Lembaga Non
Struktural, Yayasan, dan Badan Lainnya dalam LKPP Belum Diatur Secara
Konsisten dan Komprehensif

Menteri Keuangan berdasarkan PMK Nomor 235/PMK.05/2011 telah
menetapkan Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SABL). PMK tersebut mengatur
mengenai definisi badan lainnya, mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan
keuangan badan lainnya, dan penetapan 110 lembaga non struktural, yayasan, dan badan
lainnya sebagai Unit Badan Lainnya (UBL).

UBL adalah unit organisasi yang mengelola kekayaan negara yang tidak
dipisahkan yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan
tertentu sesuai diamanatkan peraturan perundang-undangan dan/atau mendukung fungsi
KL dimana secara hierarkis tidak di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
pimpinan KL tertentu. Nomenklatur UBL ini bermacam-macam, antara lain akademi,
badan, dewan, komisi, komite, konsil, korps, lembaga, majelis, otorita, dan unit kerja.

Ikhtisar Laporan Keuangan (ILK) Lembaga Non Struktural (LNS) dan Yayasan
pada LKPP TA 2011 menyajikan total aset UBL sebesar Rp34.305.359,83 juta, yang
terdiri dari aset pada LNS sebesar Rp34.305.107,45 juta dan aset yayasan milik negara
sebesar Rp252,38 juta. Tujuh UBL yang memiliki aset terbesar adalah Lembaga
Penjamin Simpanan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam, Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-Pegawai Negeri Sipil
(Bapertarum), Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI), LPP
Radio Republik Indonesia (RRI), dan Badan Pengelola Dana Abadi Umat.

Berdasarkan pengelolaan keuangannya, bentuk UBL dikelompokkan menjadi
UBL satker dan UBL bukan satker. UBL yang menjadi satuan kerja atau entitas akuntansi
tersendiri, pengurusan administrasi keuangannya ditangani oleh Sekretariat yang
dipimpin oleh Kepala Sekretariat atau pejabat struktural KL yang menaungi dan bertindak
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Aset yang terdapat pada UBL berbentuk
satker/bagian satker tidak dimasukkan kembali ke dalam Neraca LKPP, karena sudah
dikonsolidasikan ke dalam neraca masing-masing Laporan Keuangan KI. (LKKL). Aset
UBL jenis ini hanya disajikan dalam ILK dan terpisah dengan UBL yang berbentuk
bukan satker/bagian satker.

UBL yang berbentuk bukan satker memiliki bentuk, struktur dan tujuan
kelembagaan yang bermacam-macam, sehingga pada saat menyusun laporan keuangan
menggunakan basis akuntansi yang berbeda-beda. UBL ini diperkenankan untuk
menyusun laporan keuangan dengan Standar Akuntansi sesuai dengan yang diatur dalam
peraturan masing-masing dan format laporan sesuai dengan kebutuhan masing-masing,
Neraca LKPP TA 2011 menyajikan posisi kevangan yang terdapat dalam UBL, sebagai
berikut.

a. Apabila UBL memperoleh aset yang sumber dananya berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau perolehan lainnya yang sah
dengan didukung bukti kepemilikan, maka seluruh aset tersebut dicatat sebagai
Investasi Permanen Lainnya; dan

2% b
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b.

Apabila UBL menguasai aset (kas, aset tetap, aset lainnya) milik pihak ketiga, maka
dicatat sebagai Aset Yang Dibatasi Penggunaannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat diketahui bahwa SABL belum mengatur

seluruh transaksi lingkup UBL, dengan penjelasan sebagai berikut.

a.

Pemerintah perlu mengaji pengakuan aset UBL sebagai investasi pemerintah karena
sifatnya tidak sesuai dengan kriteria investasi sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004,

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik
seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan
kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pengakuan
aset sebagai investasi apabila suatu aset benar-benar dimaksudkan untuk
memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial tersebut. Dalam pengakuan aset
UBL bukan satker sebagai investasi permanen, pemilikan aset tersebut tidak
memiliki dasar untuk dimaksudkan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat
sosial tersebut. Oleh karena itu, pengakuan aset UBL bukan satker sebagai investasi
permanen sebagai diatur dalam SABL, tidak sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Lebih lanjut, berdasarkan pengaturan terkait pengelolaan investasi sebagaimana yang
tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah
dengan PP Nomor 49 Tahun 2011 tentang perubahan PP Nomor 1 Tahun 2008
tentang Investasi Pemerintah, Menteri Keuangan selaku BUN membentuk suatu
Badan Investasi Pemerintah yang merupakan satker atau badan hukum yang
memperoleh penugasan khusus untuk melaksanakan pengelolaan investasi dalam
pelaksanaan operasional investasi pemerintah. Oleh karena itu, untuk melaksanakan
investasi suatu satker atau badan memang terlebih dahulu memperoleh penugasan
dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan investasi. Penugasan dari Menteri
Keuangan untuk pelaksanaan investasi sudah harus terlihat dari tujuan pembentukan
badan atau adanya suatu bentuk penugasan kepada badan tersebut. Dasar pencatatan
aset yang diperoleh oleh UBL untuk dicatatkan sebagai investasi tidak jelas, karena
UBL tersebut belum memiliki dasar penugasan dari Menteri Keuangan untuk
melaksanakan investasi. Selain itu, aset yang diperoleh oleh UBL belum memiliki
tujuan yang jelas apakah dari awal perolehannya dimaksudkan memang untuk
investasi.

Berdasarkan PMK Nomor.235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Badan Lainhya, UBL didefinisikan sebagai unit organisasi
yang merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan yang didirikan dengan
tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang diamanatkan
oleh peraturan perundang-undangan dan/atay mendukung fungsi KL dimana secara
hirarki tidak dibawah dan tidak bertanggungjawab secara langsung kepada pimpinan
KL tertentu. Berdasarkan definisi UBL dalam PMK ini, terlihat bahwa UBL
memang bukanlah unit yang bertugas melaksanakan investasi pemerintah. Dengan

BPK

LHP SPI — LKPP Tahun 2011 Halaman 32 dari 37

o (PQ.




e mmEEr e s e

demikian belum terdapat suatu kejelasan karakteristik UBL yang menyebabkan aset
yang diperolehnya dapat dicatat sebagai bentuk investasi pemerintah.

Lebih lanjut, pengelolaan investasi merupakan kewenangan dari Menteri Keuangan
selaku BUN dan seharusnya seluruh unit organisasi yang mengelola investasi
haruslah berada dibawah koordinasi Menteri Keuangan, sedangkan UBL
berdasarkan definisinya tidak terkoordinasi dibawah Menteri Keuangan.,

Identifikasi/inventarisasi atas entitas/organisasi yang memenuhi kriteria UBL belum
selesai dilaksanakan.

Salah satu entitas yang pelu dilakukan identifikasi/inventarisasi lebih lanjut adalah
pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada
Kementerian BUMN dan BUMN-BUMN. Dana Program Bina Lingkungan BUMN
Peduli merupakan bagian PKBL yang dananya bersumber dari penyisihan laba
BUMN yang pelaksanaannya ditetapkan dan dikoordinir oleh Menteri BUMN. Dana
BUMN Peduli merupakan keuangan negara sesuai Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. .

Hal tersebut diperlukan karena masih terdapat ketidakjelasan status hukum Dana
BUMN Peduli apakah merupakan kekayaan negara yang dipisahkan atau tidak
dipisahkan.

SABL belum mengatur pertanggungjawaban dan pelaporan penerimaan dan belanja
Non APBN TA 2011 pada beberapa UBL berbentuk satker yang juga mengelola
dana di luar APBN;

BPMIGAS merupakan salah satu badan yang ditetapkan sebagai UBL, tetapi
kekayaan BPMIGAS merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan berdasarkan PP
Nomor 42 Tahun 2002 tentang BPMIGAS;

Terdapat lima badan lainnya yang sudah dilaporkan dalam ILK pada LKPP TA
2011, tetapi per 31 Desember 2011 belum ditetapkan sebagai UBL yaitu Dewan
Ketahanan Pangan (DKP), Komite Privatisasi Perusahaan, Otorita Asahan, Yayasan
Gedung Veteran “Graha Purna Yudha”, dan Yayasan Bumi Bakti; dan

Penyajian Aset UBL sebagai aset yang dibatasi penggunaannya belum
dikonsistenkan dengan pengelolaan dana sejenis.

Sesuai PMK Nomor 235/PMK.05/2011, UBL bukan satker yang menguasai aset
(kas, aset tetap, aset lainnya) milik pihak ketiga, asetnya dicatat sebagai aset yang
dibatasi penggunaannya. Namun, PMK tersebut belum mengatur secara memadai
UBL-UBL yang asetnya disajikan sebagai aset yang dibatasi penggunaannya.

Pada LKPP TA 2011, UBL yang disajikan sebagai aset yang dibatasi penggunaanya
adalah Aset Bapertarum sebesar Rp3.946.777,29 juta yang merupakan nilai ekuitas
(kekayaan bersih) Bapertarum, tetapi dilakukan koreksi atas UBL tersebut untuk
menjaga konsistensi seperti perlakuan iuran dana pensiun pada Tabungan dan
Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) yang belum disajikan pada Neraca dan hanya
diungkapkan dalam CalLK.
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Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:
a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP Nomor 1 Tahun 2008
tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 49 Tahun
2011 tentang perubahan PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah,
menyatakan bahwa “Dalam hal pelaksanaan operasional investasi pemerintah,
Menteri Keuangan selaku BUN membentuk suatu Badan Investasi Pemerintah yang
merupakan satker atau badan hukum yang memperoleh penugasan khusus untuk
melaksanakan pengelolaan investasi”; dan
b. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
1) Paragraf 24 menyatakan bahwa “Laporan keuangan disusun untuk menyediakan
informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang
dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan
keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi
yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan,
menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas
pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan
perundang-undangan”; dan

2) Paragraf 52 menyatakan bahwa ‘“Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan
pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan
(prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi
perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode
akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru
diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode
lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan”.

Permasalahan di atas mengakibatkan penyajian UBL pada LKPP belum
memberikan informasi yang jelas atas unit organisasi pada Pemerintah Pusat yang
termasuk dalam UBL.

Permasalahan di atas disebabkan SABL belum sempurna dan inventarisasi UBL
yang belum selesai.

Tanggapan — Pemerintah akan menyempurnakan SABL, terutama terkait dengan
ruang  lingkup  dan  penyajiannya  dalam  laporan  keuangan  serta
mengidentifikasi/inventarisasi dan menetapkan organisasi/entitas yang memenuhi syarat
sebagai UBL.

Rekomendasi - BPK merekomendasikan Pemerintah agar memperbaiki sistem
pertanggungjawaban dan pelaporan lembaga non struktural, yayasan, dan badan lainnya.

3 Sistem Pengendalian Ekuitas
3.1 Temuan — Terdapat Selisih Nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) antara Fisik
dengan Catatan Tahun 2011 Sebesar Rp17,43 Miliar

Neraca LKPP TA 2011 menyajikan nilai SAL sebesar Rp58.656.722,50 juta dan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp46.432.649,23 juta sehingga nilai
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SAL per 31 Desember 2011 sebesar Rp105.324.449,81 juta (setelah ditambah dengan
selisih kurs sebesar Rp235.078,08 juta). SAL merupakan akumulasi SiLPA/Sisa Kurang
Perhitungan Anggaran (SiKPA) tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang
bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan yaitu
seluruh transaksi koreksi terhadap SAL.

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2006 sampai dengan 2010
mengungkapkan bahwa nilai SAL menurut catatan masih berbeda dengan rincian
fisiknya. BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar segera menindaklanjuti
rekomendasi terkait temuan SAL serta memperbaiki pengelolaan dan pencatatan transaksi
yang berpengaruh terhadap SAL. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah telah menerbitkan
PMK Nomor 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan SAL. Sesuai peraturan tersebut,
dana SAL yang disajikan pada Neraca disimpan oleh 1) BUN dalam bentuk Rekening
Milik BUN, 2) Bendahara Pengeluaran dalam bentuk Uang Persediaan, dan 3) Bendahara
satker BLU dalam bentuk Rekening Kas BLU dan kas tunai. Transaksi Kiriman Uang
dan/atau Pemindahbukuan antar Rekening Milik BUN disajikan sebagai transaksi
penerimaan atau transaksi pengeluaran Kiriman Uang (KU) dan/atau Pemindahbukuan
pada aktivitas non anggaran di LAK.

Peraturan tersebut menetapkan perubahan formula perhitungan SAL menurut
catatan pada tahun 2010. Namun, formula tersebut mengalami perubahan kembali pada
tahun 2011 yaitu tidak terdapat lagi penyesuaian yang berasal dari retur Surat Perintah
Pencairan Dana KPPN serta dana talangan, tetapi terdapat penyesuaian yang berasal dari
koreksi saldo awal kas hibah di KL, KU, dan hibah langsung.

Berdasarkan Catatan C.2.46, SAL setelah penyesuaian hasil pemeriksaan atas
saldo kas, saldo fisik kas per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp105.341.875,06 juta
sehingga lebih besar sebesar Rp17.425,25 juta dari catatannya. Selisih antara fisik dan
catatan SAL tersebut diantaranya terjadi karena hal-hal sebagai berikut.

a. Terdapat akumulasi Uang Persediaan (UP) yang sudah digunakan oleh Kementerian
Luar Negeri sebesar Rp99.879,81 juta, tetapi belum dipertanggungjawabkan. Nilai
tersebut naik sebesar Rpl19.801,98 juta dari saldo tahun 2010 yang dilaporkan
sebesar Rp80.077,83 juta. Akumulasi UP tersebut sudah digunakan oleh
Kementerian Luar Negeri dan tidak lagi tersimpan dalam bentuk Kas sehingga
seharusnya tidak menambah fisik kas SAL;

b. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan pada Neraca tidak dapat
dibandingkan dengan nilai mutasi anggaran transito. Saldo Kas di Bendahara
Pengeluaran per 31 Desember 2011 mengalami penurunan sebesar Rp226.127,25
juta, tetapi mutasi transito selama tahun 2011 sebesar Rp219.674,49 juta sehingga
terdapat perbedaan sebesar Rp6.452,76 juta;

c. Belum efektifnya rekonsiliasi realisasi belanja antara Sistem Akuntansi Umum
(SAU) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) sehingga masih terdapat selisih sebesar
Rp47.504,35 juta. Selisih tersebut merupakan penjumlahan selisih positif dan selisih
negatif, tetapi apabila masing-masing selisih tersebut dijabarkan menurut jenis
belanja dan satker maka terdapat selisih sebesar Rp63.956,71 juta;
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Masih terdapat selisih kurang antara nilai transaksi penerimaan KU dengan transaksi
pengeluaran KU sebesar Rp12.521,44 juta; dan
Jumlah SAL menurut catatan yang disajikan dalam LKPP seharusnya sama

dengan rincian saldo rekening-rekening tempat penyimpanan dana SAL.

Permasalahan di atas mengakibatkan nilai SAL yang disajikan pada Neraca

LKPP per 31 Desember 2011 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Permasalahan di atas disebabkan Pemerintah belum selesai menindaklanjuti

rekomendasi temuan BPK terkait SAL pada tahun-tahun sebelumnya, diantaranya
melakukan penelusuran permasalahan Kas di Bendahara Pengeluaran serta penertiban
akun transaksi KU,

Tanggapan — Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

Terkait dengan akumulasi UP yang sudah digunakan oleh Kementerian Luar Negeri

sebesar Rp99.879,81 juta dan belum dipertanggungjawabkan dapat dijelaskan bahwa

Pemerintah telah melakukan hal sebagai berikut:

1) Rekonsiliasi Penggantian Sisa UP TA 2012 Perwakilan RI di luar negeri antara
KPPN Jakarta I dan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Luar
Negeri pada tanggal 11 Juni 2011; dan

2) Menetapkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2012 tanggal 22
Februari 2012 tentang Penyelesaian Pertanggungjawaban UP akibat Selisih
Kurs pada Satuan Kerja yang Berlokasi di Luar Negeri.

Terkait dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan pada Neraca
tidak dapat dibandingkan dengan nilai mutasi anggaran transito, Pemerintah telah
melakukan identifikasi UP untuk satuan kerja pada KPPN wilayah Provinsi DKI
Jakarta, dan akan melakukan penelusuran pada seluruh KPPN. Dari hasil
penelusuran  tersebut  diperoleh  kesimpulan  bahwa  perlu  dilakukan
pemutihan/penyesuaian atas saldo-saldo yang sudah tidak bisa dilakukan
tindaklanjut lagi. Selanjutnya, Pemerintah akan melakukan langkah-langkah
pengelolaan UP/Tambahan UP (TUP) di masa yang akan datang dapat lebih baik
yaitu kebijakan pemutihan atas permasalahan yang benar-benar tidak bisa ditelusuri,
penyesuaian/rekonsiliasi saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tingkat KPPN,
perbaikan tata kelola terkait mekanisme pemberian UP/TUP, tindak lanjut atas
identifikasi penyebab terjadinya saldo Kas di Bendahara Pengeluaran salah satunya
adalah UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan berharap menjadi domain BPK
sesuai Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti
Rugi Kerugian Negara;

Terkait dengan belum efektifnya rekonsiliasi realisasi belanja antara SAU dan SAI,
Pemerintah akan memperbaiki pelaksanaan rekonsiliasi sehingga selisih realisasi
belanja SAU dan SAI dapat diminimalisasi;

Terkait dengan penyempurnaan KU, Pemerintah sedang mengembangkan aplikasi
monitoring Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk monitoring transaksi KU antar
KPPN, realisasi data Perhitungan Fihak Ketiga dan realisasi penerimaan dan
pembagian Pajak Bumi dan Bangunan. Melalui aplikasi tersebut, Kanwil Ditjen

BPK

LHP SPI — LKPP Tahun 2011 Halaman 36 dari 37

ke




Perbendaharaan ~ melakukan  pengawasan  atas  kebenaran  pembukuan
(pemindahbukuan/KU) yang dilakukan oleh KPPN di wilayah kerjanya, apabila
ditemukan selisih kanwil memerintahkan kepada KPPN terkait untuk segera
menyelesaikan selisih tersebut; dan

Rekomendasi - BPK merekomendasikan Pemerintah agar:

a. Memperbaiki pengelolaan dan pencatatan transaksi non anggaran; dan

b. Segera menyelesaikan selisih nilai SAL dengan fisik uang sebesar Rp17.425,25 Juta.
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Kurang Bayar Sesuai Rekonsiliasi FQR dan Laporan PSC 7.1/7.2 Tahun 2009

Lampiran 4a - 1

‘dalam USD,
G ! e ‘,: Hll '(‘ E; i . ;
. i L R r,; ; o 5 B
Block ONWJ
ITOCHU West Java 2.250,831.00 | 48,00% 1,080,398.88 226,457.00 853,041.88
OFE. §6UTH ERST
SUMATERA (SES)
INPEX SUMATRA LTD. 18,342,139.00 | 48,00% 8,804,226.72 8,772,543.00 31,683.72
BEE BLOCK
FB)(é(é)gl[\AO%?(I; OIL IND. INC. 216,824,000.00 | 41,50% 89,981,960.00 |  89,828,922.00 153,038.00
OFF. MALACCA STRAITS
PT. IMBANG TATA ALAM 4,488.447.00 | 44,00% 1,974.916.68 -1 1o74916.68
JABUNG BLOK
Zig%%’g)‘f_%\m%“ 122,005,188.66 | 41,50% 51,005,653.29 |  50,799,778.00 205,875.29
KAKAP BLOCK
SPC KAKAP LIMITED 12,870,600,00 |  44.00% 5,663,064.00 439302500 |  1,269,139.00
PREMIER OIL B.V 16,088,250.00 | 37.00% 5,052,662.50 5,932,708.00 19,944.50
JOB SALAWATI, PAPUA
BETROGHINA
INTERNATIONAL KEPALA 1,912,000.77 | 48,00% 918,196.69 811,796.00 106,400.69
BURUNG LTD,
fl',fﬂ”l‘.'?éDo"' (ISLAND) 2,131,279.92 | 48,00% 1,023,014.36 904,466.00 118,548.36
LUNDIN INDONESIA BY 1,653,810.31 | 48,00% 793,828.95 701,838.00 91,990.95
JOB RAJA PENDOPO
&TD%%ILE%:E}{“ SPIKE ENERGY 657,000.00 | 48,00% 315,360.00 ; 315,360.00
TOTAL 400,124,455.66 | 4,96% |  167,513,272.07 | 162,372,433.00 |  5140,839.07




Kurang Bayar Sesuai Rekonsiliasi FQR dan Laporan PSC 7.1/7.2 Tahun 2010

Lampiran 4b - 1

(dalam USD,

KAKAP BLOCK

Premier Kakap, Ltd 27,023.645.00 | 37.00% 9,008 748.65 9.996.630,00 2,118.65

BEE BLOCK

ExxonMobil Oil 229,373,000.00 | 41,50% 95,189,795.00 |  95.050.962,00 138,833.00

indonesia Inc. P AR ! P IEE I RN VUE

MALAGGA STRAFT

BLOCK

Kondur Petroleum S A. 7,520,737.00 | 44.00% 3,309,124.28 2,787,301.00 521.823.28

PT Imbang Tata Alam 5,619.192.00 | 44,00% 2,472,444.48 - 2472,444.48

JOB RAJA PENDOPO

B Golden Spike

Enery Indonoeis 3,234,350.00 | 48,00% 1,562,488.00 - | 1,552,488.00

JOB SALAWATI,

PAPUA

gﬁﬁ[ﬁn"gh‘“a Int! Kepala 1,496,957.64 | 48,00% 718,539.67 609,817.00 108,722.67

PearlOil (Island) Ltd, 1667,844.36 | 48,00% 800,565.29 679,432.00 121,133.29

Lundin Indonesia B.V 1,204,19800 | 48,00% 621,215.04 527,218.00 93,997.04
Total 277,229,924.00 114,662,920.41 | 109,6561,360.00 |  5,011,560.41
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Lampiran 9 - 1

Rincian Selisih Outstanding, SAPB dan Cessie Aset Eks BPPN Berdasarkan Hasil Uji Petik

Rp101.000,730.000

1 | SPS, PT Putera Multikarsa | Rp10.100.073.000.000 Rp78.551.250.000
2 | AEPC, PT BUS Rp5.186.071.393.800 | Rp51.860.713.938 Rp51.860.713.938
3 | AEPC, PT BUS Rp404.808.000.000 Rp4.048.080.000 Rp4.048.080.000
4 | PTIKD Bank Exim Rp284.449.165.112 | Rp284.449.165.112 Rp110.851.7556,919
5| YPPT BDN Rp267.881.140.172 | Rp267.881.140.172 Rp267.881.140.172
6 | DSS Bank Exim Rp251.132.039.978 | Rp251.132.039.978 Rp269.522.635.876
7 | PTIKD Bank Exim Rp243.450.612.938 | Rp243.450.612.938 Rp120.960.490.983
8 | LTS Danamon Rp198.782,777.258 | Rp198.782.777.258 Rp189.881.505.700
9 | PT.PPF PSP Rp183.910.662.944 | Rp183.910.662.944 Rp183.910.662.944
10 | PT. PPF PSP Rp183,901.791.230 | Rp183.901.791.230 Rp183.901.791.230
11 | PT. PPF PSP Rp183.861.356.078 | Rp183.861.356,078 Rp183.861.356.078
12 | Surat Berharga-P CBO |l | Bira Rp175.342.500.000 | Rp157.342.500.000 Rp157,342.500.000
13 | MG Putera Multikarsa Rp170.625.623.999 | Rp170.625.623.999 Rp132.664.333.333
14 | PTNDE BNI Rp160.938.682,713 | Rp160.938.682.713 Rp57.802.863.324
16 { MP, PT Danamon Rp153.412.666.523 | Rp153.412.666.523 Rp126.257.666.400
16 | PT.DAR BDNI USD167,500,000 - Tidak ditemukan
17 | BY BDN USD71,066,667 USD71,066,667 USD52,000,000
18 | PTDAR BNI USD50,000,000 - Tidak ditemukan
19 [ TC BUN USD49,254,410 USD49,254,410 Tidak ditemukan
20 | DSIPT Bank Exim USD46,840,426 USD46,840,426 Tidak ditemukan
21 | PTSSS BBD USD46,453,086 USD46,453,086 USD46,453,086
22 | PTDAR BNI USD35,000,000 - Tidak ditemukan
23 | LNC Danamon USD29,829,658 USD29.829.658 USD29,783,739
24 | PTCS BNI USD27,210,543 USD27,210,543 USD36,971,859
25 | PTM BUN UsD19,691,269 UsD19,691,269 USD19,691,269
26 | KFF Tamara UsSD17,016,688 USD17,016,688 USD5,698,000
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